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ميحرلا نحمرلا للها مسب 
 
Alhamdullilah......Alhamdulliah.....Alhamdullilah. 
 Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan 
Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang. Atas takdirmu telah kau 
jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar 
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 
awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 
Lantunan Al-Fatihah beriring shalawat dalam silahku merintih 
menadahkan do’a dalam syukur tiada terkira. Dalam perjuangan yang mengarungi 
samudra ilmu tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya 
kecil ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan yang tetap setia berada di ruang 
dan waktu kehidupanku khususunya buat Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang 
tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, do’a, dorongan, nasehat 
dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat 
menjalani setiap rintangan dalam perjuanganku selama ini. Ayah, Ibu terimalah 
bukti kecil ini sebagai kado keseriusan untuk membalas semua pengorbananmu 
walau tak akan bisa aku balas semua pengorbananmu kepadaku.  
Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam seraya 
tanganku mengadah “Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim....terima kasih kau telah 
tempatkan aku diantar kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, 
mendidikku dengan baik. Ya Allah beriakn balasan yang setimpal syurga firdaus 
untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api 
nerakamu....untukmu Ayahandaku (Karno) dan Ibundaku (Ma’rifah). 
Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang 
kalian impikan dariku, meski semua itu belum aku raih insya Allah atas dukungan 
doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab dimasa penuh kehangatan nanti. 
Untuk itu kupersembahkan karya kecil ungkapan terima kasihku kepadamu 
kakak-kakakku (Mba Jumyati, Mba Mutoharoh, Mas Sumito, Mas Soli, Mas 
Muhaimin, Mas Tasoli, Mas Ashari). 
vi 
Untuk teman-temanku ASB12 UIN Walisongo. Tanpamu teman aku tak 
pernah berarti, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takan jadi apa-apa. 
Buat sahabat-sahabatwati yang selalu ada di hatiku untuk selamanya (Firdaus, 
Niam, Fahrudin, Amul, Saha, Hadi, Ucin, Muklis, Mahfud, Yogi, Anwar, 
Huda, Misbah, Ibnu, Acil, Zuhudi, Dai, Khoiril, Rifqi, Azis,Abdi, Ragil, 
Fahim, Elok, Lasif, Zum, Laely, Ulel, Rohmah, Anita) khusunya buat Mas 
Firdaus yang selalu memberi air kehidupan ketika aku sedang dilanda kekeringan 
akibat musim kemarau yang agak panjang. Dan semaunya yang telah berarti 
bagiku, kalian yang terbaik dalam hidupku mudah-mudahan kita selalu bersama 
dan bersama dalam bingkai persahabatan yang abadi untuk selama-lamanya 
sampai akhirat nanti. Dan juga kepada sahabat-sahabatwati Tim KKN posko 63 
desa Gajihan, Gunungwungkal, Pati (Ifa, Ragil, Tohar, Rifqi, Iqbl, Nurdin, yul 
,sofy, Nia, Evi, Pina, Sri ari, dan Sefta) yang telah menjadi bagian hidupku. 
Untuk seseorang yang selalu ada dalam bingkai cinta, selalu menyelipkan 
namaku dalam untaian do’anya, yang selalu sabar menunggu walau aku tahu 
sebenarnya kau sudah lelah dalam penantianmu, dan selalu tersenyum, selalu ada 
ketika aku sedang merasakan kegelisahan dalam cobaan di kehidupan ini. 
Untukmu calon pendamping hidupku (Suciyanti) kupersembahkan karya kecil ini 
untuk menambah rasa cinta diantara kita berdua dan untuk lebih bergandengan 
sampai nanti pada ikatan yang suci sebagai keluarga kecil yang selalu dalam 
lindungan Allah SWT. 
Untuk semua orang yang telah menjadi penyemangat dalam hidupku, 
hanya ucapan terima kasih yang sangat dalam dari saya dan mudah-mudahan 
semua amalnya diridohi Allah SWT.          
 
 










Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa 
skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau 
diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, 
kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dan 
sumbernya dijelaskan dalam daftar pustaka.  
 

























Penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon 
Pengantin” dilatarbelakangi oleh adanya kasus perkawinan dengan pemalsuan 
identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang. Dan lepas dari 
pengamatan pihak KUA bahwa setelah akad dilaksanakan baru diketahui 
pengantin pria tersebut sudah memiliki beberapa istri dan statusnya belum 
diceraikan. Hal tersebut membuat pihak KUA dan keluarga wanita sangat 
dirugikan. Padahal proses pelaksanaan perkawinan diawali dengan pemeriksaan 
surat nikah oleh pembantu pencatat nikah, apakah surat-surat tersebut sudah 
lengkap dan apakah identitas calon pengantin sudah benar. Kemudian kalau sudah 
sesuai dengan prosedur perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan. 
Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pemalsuan identitas dan 
hukumnya maka ada dua poin yang menjadi fokus yaitu untuk mengetahui 
terhadap terjadinya pemalsuan identitas dan hukum dari pemalsuan identitas calon 
pengantin dalam perkawinan baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum 
positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin tersebut. 
Metodologi yang penulis gunakan (1), jenis penelitian adalah penelitian 
lapangan (filed reseach), (2), sumber data primer berupa hasil wawancara baik 
dari pihak KUA atau para pihak yang terkait dan data sekunder, (3), teknik 
pengumpulan data mengunakan wawancara dan dokumentasi, (4) metode analisis 
data menggunakan analisis kualitatif. 
Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syarat dari perkawinan 
tersebut terpenuhi. Diantara syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam undang-
undang adalah syarat materiil, dalam syarat materiil harus mencantumkan 
identitas. Maka apabila identitas diri dipalsukan maka terjadi pelanggaran syarat 
materiil perkawinan tersebut, oleh karena itu perkawinan dengan pemalsuan 
identitas calon pengantin termasuk pelanggaran yang harus dihilangkan karena 
unsur mafsadat dari akibat tersebut cukup besar. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin karena motif 
si pelaku ingin menikah lagi tetapi tidak mau izin dari istri yang sebelumnya dan 
tidak mau izin ke Pengadilan Agama karena susahnya syarat administratif. Dan 
hukum perkawinan dari pemalsuan identitas tersebut baik dari hukum Islam 
maupun hukum positif bahwa perkawinan tersebut sah, akan tetapi cacat hukum 
dan dapat dibatalkan. 
 
 











ميحرلا نحمرلا للها مسب 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Skripsi yang berjudul:  “ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN 
IDENTITAS CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KEC. 
BANTARBOLANG, PEMALANG)” ini disusun untuk memenuhi salah satu 
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. 
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi 
Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu 
pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia dan di akhirat 
kelak. 
Adalah suatu kebanggaan tersendiri, jika dapat terselesaikan dengan 
sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang tidak 
ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses 
penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. 
Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena banyak pihak 
yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis mendapat bimbingan 
dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak 
yang membantu, khususnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo 
Semarang. 
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Walisongo. 
x 
3. Ibu Antin Lathifah, M.Ag., selaku kajur Hukum Perdata Islam UIN Walisongo 
Semarang yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam berbagai 
hal. 
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA., 
selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan 
skripsi ini. 
5. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum., selaku dosen wali studi yang 
dengan tulus hati dan kasih sayangnya membimbing penulis selama 
perkuliahan ini. 
6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya dan membimbing 
penulis hingga akhir perkuliahan. 
7. Para setaf di lingkungan KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
8. Ayahanda Karno dan Ibunda Ma’rifah tercinta yang tiada henti-hentinya 
memberikan dukungan, kasih sayang dan serta do’a hingga terselesainya 
skripsi ini. 
9. Kakak-kakak tercinta (Mba Jumyati, Mba Mutoharoh, Mas Sumito, Mas Soli, 
Mas Muhaimin, Mas Tasoli, Mas Ashari) yang telah memberikan dukungan 
dan do’anya hingga terselesainya skripsi ini. 
10. Bapak KH. M. Fathul Munir, Umi Uswatun Khasanah Al-Hafidzoh (Pengasuh 
PP Rhodhotut Tholibin Hidayatul Qur’an randudongkal), KH. M. Noor Fuad 
(Pengasuh PP Al-Fuadiyah Purana), KH. Chumaidi Thoha Al-Hafidz 
(Pengasuh PP Nurul Huda Mangkang) yang tiada henti-hentinya mendoakan 
penulis dan selalu memberikan dukungannya. 
11. Teman-temanku seperjuangan ASB12 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Walisongo Semarang, PP Hidayatul Qur’an Randudonkal, PP Nurul Huda 
Mangkang, PP Al-Fuadiyah Purana, PP Al Iman Tambak Aji yang telah 
menjadi bagian hidup penulis. 
xi 
12. Sahabat-sahabat Tim KKN posko 63 Desa Gajihan, Gunungwungkal, Pati (Ifa, 
Ragil, Tohar, Rifqi, Iqbal, Nurdin, Yul, Sofy, Evi, Pina, Nia, Sri ari,dan Septa) 
yang telah menjadi bagian hidupku. 
13. Counter Panser Cell yang telah memberikan dukungan materiil sehingga 
terselesaikanya skripsi ini, dan semua yang ada dibelakang layar yang tidak 
bisa penulis sebutkan, terima kasih atas dukungannya dan motivasi kalian 
semua. 
Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon do’a semoga amal 
mereka diterima Allah SWT. Dan mendapat balasan pahala yang lebih baik serta 
mendapat kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak. Penulis dalam hal ini juga 
mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi 
ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang 
telah tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri 
dan para pembaca pada umumnya. Amin.... 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
   
A. Latar Belakang        
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat. Ini upaya yang diatur melalui perundang-
undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih 
khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan 
rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta 
Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi 
perselisihan atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak 
bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan hukum guna 
mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan 




Seseorang yang menghendaki untuk menikah harus melengkapi 
persyaratan diantaranya: 
1. N1 sampai N7 
N1 sampai N7 dasarnya adalah N1 yaitu surat keterangan untuk menikah 
dari Kepala Desa. N2, surat keterangan asal usul dari Kepala Desa. N3, 
surat persetujuan mempelai yang ditanda tangani calon suami dan istri. 
N4, surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desa. N5, surat izin 
orang tua yang ditanda tangani oleh ayah dan ibu. N6, surat keterangan 
suami/istri, dari Kepala Desa. N7, perihal pemberitahuan kehendak nikah 
dari calon mempelai bisa diwakilkan wali atau wakil wali kepada kepala 
KUA atau penghulu dan pembantu penghulu. 
2. Foto copy KTP kedua calon pengantin. 
3. Foto copy KK kedua calon pengantin. 
4. Akte lahir atau kenal lahir dari Desa. 
                                                             
1
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pres, 
2013, h. 91. 
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5. Foto kedua calon pengantin. 
6. Imunisasi. 
Kemudian pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan calon 
pengantin atau orang tua dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu: 
1. Surat persetujuan calon pengantin. 
2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul. 
3. Surat keterangan mengenai orang tua. 
4. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat 
tinggal yang bersangkutan ( N1-N2-N4). 
Proses pelaksanaan nikah diawali dengan pemeriksaan surat nikah oleh 
pembantu pencatat nikah, apakah surat-surat tersebut sudah lengkap atau 
belum, kemudian pegawai pencatat nikah (PPN) meneliti dan memeriksa 
kedua calon pengantin dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan 
perkawinan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi perundang-
undangan tentang perkawinan. Kalau semua sudah benar baru diserahkan 
kepada pengulu untuk pelaksanaan perkawinan. KUA memberi waktu atau 
kesempatan apabila masih ada kekurangan persyaratan bisa disusulkan.
2
 
Tujuan dari pencatatan perkawinan, kompilasi menjelaskan dalam 
pasal 5: 
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap 
perkawinan harus dicatat. 
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 
tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. 
Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah. 
                                                             
2
 Mudjahirin Thoir, Kondisi Dan Kinerja Kantor Urusan Agama di Jateng, DIY Dan 
Jatim, Semarang: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 25-27. 
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2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 
pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah 
syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah karena standar sah dan 
tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma agama. Pencatatan perkawinan 
diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan 
hukum dan juga untuk ketertiban hukum. Apabila perkawinannya 
menimbulkan permasalahan tidak dapat melakukan upaya hukum.
3
 
Pencatatan perkawinan mempunyai relevansi dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka 
ketentuan pencatatan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, namun 
sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat maka pelaksanaannya 
tidak akan tercapai.  
Pada tahun 2013 diturunkan aturan Instruksi Direktur Jendral 
Bimbingan Masyarakat Islam No DJ. II/369 tahun 2013 tentang penerapan 
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA. SIMKAH yakni 
program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk 
mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh KUA di wilayah Indonesia 
secara online.  
SIMKAH merupakan suatu cara untuk mengoptimalkan kinerja KUA 
dalam menangani pernikahan. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran 
nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya perkawinan di 
suatu daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang data nikah melalui internet secara online. Kemudian 
memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam 
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Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa pencatatan perkawinan 
sangatlah penting. Dengan demikian peran KUA dalam pencatatan 
perkawinan merupakan awal suatu hukum berbagai aspek sebagai akibat dari 
dilakukannya perkawinan tersebut. Dengan pentingnya pencatatan perkawinan 
maka pemerintah melalui Aturan Instruksi Jendral Bimbingan Masyarakat 
Islam dikeluarkannya SIMKAH, guna untuk meminimalisir terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran dalam perkawinan seperti ketidakakuratan identitas 
dalam perkawinan.  
Tetapi pada kenyataannya kesadaran hukum itu tidak ada, misalnya 
ingin berpoligami tetapi tidak mentaati hukum yang ada, maka memalsukan 
identitas. Dengan alasan susahnya aturan poligami dan menginginkan cepat 
dan mudahnya dalam proses perkawinannya. Hal ini menandakan bahwa 
terjadinya pemalsuan identitas pada calon pengantin dikarenakan kurang 
sadarnya terhadap hukum yang telah mengaturnya. Sudah dijelaskan apabila 
seorang ingin menambah seorang istri (poligami) harus mengikuti prosedur 
perundang-undangan dan harus ada izin dari Pengadilan Agama. 
Padahal pada Pasal 5  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari 
seorang sebagai berikut. 
Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus 
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Adanya persetujuan istri-istri; 
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin 
diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau 
tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
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Hal demikian juga terjadi di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang. 
Dimana telah terjadi sebuah perkawinan dengan pemalsuan identitas calon 
pengantin, bahwa setelah akad dilaksanakan baru diketahui pengantin pria 
tersebut sudah memiliki beberapa istri dan statusnya belum diceraikan. Hal 
tersebut membuat pihak KUA dan keluarga wanita sangat dirugikan. 
Adapun dokumen kelengkapan administratif yang telah dibawa calon 
pengantin pria dan di palsukan adalah sebagai berikut: 





Isi Dokumen Keterangan 
1 N-1 Surat keterangan untuk menikah 
dari kepala Desa 
- Secara formal 
terpenuhi 
- Secara substansi 
terpenuhi 
2 N-2 Surat keterangan asal-usul dari 
Kepala Desa 
- Secara formal 
terpenuhi, 
- Secara substansi 




3 N-3 Surat persetujuan mempelai - Secara formil 
terpenuhi 
- Secara substansi juga 
terpenuhi. 
4 N-4 Surat asal-usul keterangan orang 
tua 
- Secara formil 
terpenuhi. 





padahal orang tua 
tempatnya berbeda 
dan tidak tahu soal 
                                                             
5





5 N-5 Surat Izin orang tua jika usia di 
bawah 21 tahun 
- Secara formal 
terpenuhi. 
- Secara substansi juga 
terpenuhi karena 
usianya diatas 21 
tahun. 
6 N-6 Surat keterangan kematian, jika 
duda mati. (N-6 terlampir apabila 
status duda ditinggal mati istri) 
- Secara formal 
terpenuhi. 
- Secara substansi juga 
terpenuhi karena 
status bukan duda 
mati 





Surat pernyataan jejaka - Secara formal 
terpenuhi. 
- Secara substansi 
tidak. Karena 
sebenarnya sudah 
punya istri dan 
statusnya masih 




Identitas ( KTP, Akta Kelahiran, 
dan KK) 
- Secara formal 
terpenuhi. 




Dari papan tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang dipalsukan 
adalah: 
1. N-2 (Surat keterangan asal-usul calon pengantin pria) bahwa sebenarnya 
calon pengantin pria tersebut antara asal-usul yang ada di N-2 berbeda 
dengan sebenarnya. 
2. N-4 (surat keterangan asal-usul orang tua) asal-usul orang tua disamakan 
dengan dirinya. 
3. Surat pernyataan perjaka, bahwa sebenarnya calon pengantin pria sudah 
mempunyai beberapa istri. 
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4. Identitas (KTP, Akta Kelahiran dan KK) semuanya berbeda dengan 
sebenarnya ketika diperiksa. 
Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa calon pengantin pria sengaja 
memalsukan identitas dirinya untuk bisa melangsungkan perkawinan yang 
baru. Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat setelah menerima 
pemberitahuan, diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut: 
1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan 
telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut 
Undang-Undang. 
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), pegawai 
pencatat meneliti pula: 
a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam 
hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan 
surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon 
mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat 
dengan itu. 
b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan 
tempat tinggal orang tua calon mempelai.
6
 
Dengan adanya tindakan yang diambil oleh Petugas Pencatat dalam 
proses pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan pemeriksaan surat nikah 
oleh pembantu pencatat nikah, apakah surat-surat tersebut sudah lengkap dan 
identitas calon pengantin sudah benar. Apabila sudah sesuai dengan prosedur 
perkawinan, maka perkawinan bisa dilaksanakan. Tetapi kenyataannya hal 
tersebut lepas dari pengamatan pihak KUA. 
Tidak hanya kasus poligami di atas, tetapi ada faktor lain yang 
mengakibatkan hal pemalsuan identitas tersebut lepas dari pengamatan pihak 
KUA, seperti saling keterpercayaan pihak KUA terhadap petugas desa 
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(modin) tersebut dan juga keterpercayaan petugas desa (modin) terhadap calon 
pengantin. 
Oleh sebab itu penulis menganggap bahwa permasalahan diatas cukup 
menarik untuk dikaji dan diteliti baik dari segi hukum Islam maupun hukum 
positif. Karena peran KUA sangatlah penting dalam pencatatan perkawinan, 
dengan adanya SIMKAH untuk bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran-
pelanggaran tetapi permasalahan masih terjadi. Apabila kita lihat realita kasus 
yang terjadi tersebut, akan menimbulkan dampak hukum yang sangat besar 
baik dari agama maupun negara. Apakah pihak-pihak yang menangani 
pencatatan nikah khususnya KUA belum bisa meminimalisir terjadinya 
pemalsuan identitas atau kurang tegasnya perundang-undangan yang mengatur 
tentang identitas atau malah justru masyarakatlah yang menghendakinya. 
setelah melakukan kajian pustaka penulis berkeyakinan bahwa kasus dan 
permasalahan yang akan penulis angkat sebagai skripsi berbeda dengan 
penelitian sebelumya. 
Oleh karena itu, objek dan permasalahan yang akan diteliti layak untuk 
diangkat sebagai penelitian. Dan penulis bermaksud mengangkat 
permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul ‘’Analisis Terhadap 
Pemalsuan Identitas Calon Pengantin’’ (Studi Kasus Di KUA Kec. 
Bantarbolang, Pemalang). 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana praktek terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin di 
KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang ? 
2. Bagaimana akibat hukum dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam 
perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang ditinjau dari perspektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif ? 
Kemudian untuk memudahkan penulis dalam rangka terwujudnya 
penelitian ini, maka penulis batasi ruang lingkup objek penelitian pada KUA 
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Kec. Bantarbolang, Pemalang dan pelaku, pelaku disini meliputi calon 
pengantin dan Petugas Desa (Modin). Modin disini sebagai pelaku karena 
sebelum surat calon pengantin di serahkan ke KUA, sebelumya diserahkan 
terlebih dahulu kepada modin. 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan material 
1) Untuk mengetahui praktek terjadinya pemalsuan identitas calon 
pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang. 
2) Untuk mengetahui akibat Hukum dari pemalsuan identitas calon 
pengantin dalam perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, 
Pemalang ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum 
positif. 
b. Tujuan formal 
Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi 
persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum Islam 
pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 
2. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat yang di harapkan penulis melalui penelitian ini adalah: 
a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu hukum. Khususnya ilmu hukum 
keperdataan Islam. 
b. Sebagai sumbangan pemikiran dan saran kepada pemerintah. 
Khususnya KUA untuk lebih teliti dalam masalah identitas calon 
pengantin. 
c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari 






D. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka berfungsi untuk mengetahui apakah hal yang akan di 
teliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali. Oleh 
karena itu, untuk menjaga kemurnian penelitian ini, penulis melakukan telaah 
pustaka atau kajian terlebih dahulu. Adapun kajian pustaka yang telah penulis 
lakukan antara lain adalah: 
Skripsi yang ditulis oleh Zulkarnain yang berjudul “Manipulasi 
Identitas dalam Perkawinan” (Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadugede, 
Kuningan, Jawa Barat). Tahun 2010 Jurusan Konsentrasi Administrasi 
Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah jakarta.
7
 Skripsi ini membahas tentang hal-hal 
yang terjadi di KUA Kecamatan Kadugede, kuningan, jawa barat dan upaya 
mencegahnya hal-hal yang mengenai manipulasi identitas perkawinan yang 
sering terjadi karena keinginan berpoligami dan ingin berproses cepat dalam 
perkawinan. 
Skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri yang berjudul “Efektivitas 
Pencatatan Perkawinan Pada KUA Bekasi Utara”, Tahun 2011 Jurusan 
Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al-
Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta.
8
 Dalam 
skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana pencatatan perkawinan di KUA 
dari tahun 2008 sampai 2010 apakah sudah berjalan efektif, terutama dalam 
sosialisasi KUA pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. 
Agar timbul kesadaran hukum di masyarakat untuk mencatatkan 
perkawinannya karena dengan dicatatnya perkawinan maka akan mendapatkan 
bukti autentik sebagai kepastian hukum dan kejelasan status anak. 
Skripsi yang ditulis oleh Ade Ani Satriani yang berjudul “ Penerapan 
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Surabaya 
                                                             
7
 Zulkarnain, Manipulasi Identitas Dalam Perkawian pada KUA kecamatan kedugede, 
Kuningan, Jawa barat, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah 
Dan Hukum, 2010. 
8
Isti Astuti Savitri, Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA kecamatan Bekasi 
Utara, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2011. 
11 
 
Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, Tahun 2014 Jurusan Hukum 
Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya.
9
 Skripsi ini meneliti tentang bagaimana mekanisme SIMKAH 
Online di surabaya dan bagaimana penerapan SIMKAH di KUA Surabaya 
dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007. Apakah sudah merata dalam 
penerapan dan sosialisasinya pada masyarakat dalam hal pencatatan 
perkawinan. 
Maka melihat dari kajian pustaka penelitian terdahulu dapat dilihat 
persamaan dan perbedaannya, untuk persamaannya penulis sama-sama 
meneliti tentang pencatatan perkawinan dan perbedaannya penelitian penulis 
lebih pada terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin di dalam pencatatan 
perkawinan yang terjadi di KUA kecamatan Bantarbolang, Pemalang. Dan 
hukum dari pemalsuan identitas calon pengantin ditinjau dari perspektif 
hukum Islam dan hukum positif. 
E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan 
1. Metode penelitian 
Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu 
yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data 
dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.
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a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan 
(field research). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 
intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi 
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Penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang 
karena untuk mengetahui bagaimana praktik pemalsuan identitas calon 
pengantin. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang 
bersangkutan guna melengkapi data yang digunakan. 
b. Jenis Data 
1) Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.
12
 
2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, 




Dalam hal ini penulis mengkaji data-data dan fakta-fakta 
berupa catatan-catatan dokumen atau arsip mengenai pemalsuan 
identitas yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang, pemalang dan 
hal lain yang menyangkut skripsi ini seperti: 
a. Dokumen-dokumen administrasi N1-N7 yang dibawa calon 
pengantin. 
b. Laporan kerja KUA Kec. Bantarbolang, pemalang. 
c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
d. Undang-Undang   Nomor 23 tahun 2006 tantang Administrasi 
Kependudukan. 
e. Kompilasi hukum Islam. 
f. Buku-buku hukum. 
g. Skripsi. 
h. Jurnal hukum dan artikel hukum. 
i. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  
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c. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini. 
Penulis menggunakan metode di antaranya: 
1) Wawancara 
Penulis menggunakan teknik ini karena teknik wawancara 
sebagai teknik tanya jawab secara lisan dan tertulis yang 
berpedoman pada daftar pertanyaan terbuka. Dengan demikian 




Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis, maka 
penulis memberikan wawancara kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan: 
a) H. Rosihan Anwar selaku kepala KUA Kec. Bantarbolang, 
Pemalang. 
b) Mutarofik, S.Ag. selaku penghulu KUA Kec. Bantarbolang, 
Pemalang. 
c) Fatkhuri Hasan selaku Petugas Desa (modin) di Desa Purana, 
Kec. Bantarbolang, Pemalang. 
d) Thohuri selaku wali dan orang tua dari pengantin. 
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu 
dipegang melalui metode wawancara adalah: 
a) Bahwa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah 
benar dan dapat dipercaya. 
b) Bahwa interpretasi subyek pertanyaan-pertanyaan yang 
dilakukan peneliti kepadanya adalah sama yang dimaksudkan 
peneliti. 
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Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur ataupun 





Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, skripsi dan dokumen-dokumen yang 




Teknik ini penulis gunakan untuk melengkapi data penulis 
butuhkan, yaitu melihat dokumen-dokumen yang ada di KUA Kec. 
Bantarbolang, Pemalang. 
d. Analisis Data 
Penelitian ini mengunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini 
data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, 
yaitu mengambarkan atau melukiskan subyek atau obyek berdasarkan 
fakta.
17
 Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan 
dan menganalisis secara sistematis terhadap praktik terhadap 
pemalsuan identitas calon pengantin dan pandangan hukum Islam dan 
hukum positif. 
2. Teknik Penulisan 
Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada buku 
Pedoman Penulisan Skripsi yang di terbitkan Fakultas Syari’ah dan 
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F. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis menjadikan lima bab, 
pada setiap babnya mempunyai spesifikasi dan  penekanan mengenai topik-
topik tertentu. Yaitu: 
BAB I : Pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Telaah pustaka, 
metode penelitian dan teknik penulisan dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : Tinjauan teoritis tentang perkawinan dan pencatatan 
perkawinan yang terdiri dari rukun dan syarat perkawinan, 
tujuan perkawinan, tujuan dan dasar hukum pencatatan 
perkawinan dan konsep Dzari’ah. 
BAB III :  Profil KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang yang terdiri dari 
gambaran umum KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang, struktur 
organisasi dan kinerja KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang dan 
kasus pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. 
Bantarbolang, Pemalang. 
BAB IV : Analisis terhadap praktik pemalsuan identitas calon pengantin 
di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang yang terdiri dari analisis 
terhadap pemalsuan identitas calon pengantin di KUA Kec. 
Bantarbolang, Pemalang dan Analisis perspektif hukum Islam 
dan hukum positif terhadap pemalsuan identitas calon 
pengantin dalam perkawinan di KUA Kec. Bantarbolang, 
Pemalang. 




TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN  
DAN PENCATATAN PERKAWINAN 
 
A. Rukun Dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 
merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan umpamanya 
rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah 
bila keduanya tidak ada ataupun tidak lengkap. Keduanya mengandung arti 
yang berbeda dari segi, bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam 
hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan 
syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. 
Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku 
untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri 
dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.
18
 
Menurut Abdul Rahman Ghozali, “Rukun yaitu; suatu yang mesti ada 
yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu 
termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu”, seperti adanya calon pengantin laki-
laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat ialah; sesuatu yang 
mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi 
sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu”, seperti menurut 
Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus Islam.
19
 
Menurut Munib dan Sulistri rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi 
atau dilaksanakan atau harus ada di dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang 
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Menurut pengertian istilah, Rukun adalah unsur yang melekat pada 
peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Baik dari segi para subyek hukum 
maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau 
peristiwa hukum ketika peristiwa hukum berlangsung. Rukun menentukan sah 
atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun 
dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan 




Dari adanya definisi mengenai rukun dan syarat di atas memberikan 
indikasi bahwa rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting 
dalam setiap akad (transaksi ) apapun. Bedanya kalau rukun itu berada di 
dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. 
Dikatakan “Rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan 
menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian 
yang ada di dalamnya, berbeda halnya dengan syarat yang ada di luar daripada 
sesuatu itu sendiri. Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan 
dengan, “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan dia 
berada di luar hukum itu sendiri”.22 
Berikut pembagian antara rukun dan syarat perkawinan: 
1. Rukun-rukun perkawinan 
Menurut ulama syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan di 
sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan 
perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya akad nikah itu saja. 
Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus 
terwujud dalam suatu perkawinan. 
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Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan 
yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan 
akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah 
berlangsungnya akad itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu 
secara lengkap adalah sebagai berikut: 
a. Calon mempelai laki-laki. 
b. Calon mempelai perempuan. 
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan. 
d. Dua orang saksi. 
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami. 
Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke 
dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad 
perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. 
Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.
23
 
Ulama Malikiyah sebagaimana yang dikutip oleh Amin Suma 
dalam bukunya juga menyebutkan ada lima macam rukunnya nikah, tetapi 
dengan unsur yang berbeda  dengan ulama’ Syafi’iyah. Kelima rukun 
nikah yang diungkapkan oleh Malikiyah yaitu; 
a. Wali perempuan 
b. Mas kawin 
c. Calon suami 
d. Calon istri dan  
e. S}igat akad.24 
Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin 
dalam bukunya melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku 
antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu. Oleh karena itu yang 
menjadi rukun perkawinan menurut golongan ini hanyalah akad nikah 
yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, 
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Walaupun demikian di antara para ulama berbeda-beda dalam 
menempatkan rukun dan syarat nikah, sesungguhnya di dalam rukun ada 
persamaan yang disepakati oleh para ulama’, yaitu mengenai akad nikah 
yang mana berupa “ijab dan kabul”. Ijab yaitu penyerahan calon istri oleh 
walinya kepada calon suami, dengan ucapan; “saya kawinkan anak saya 
yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. 
Sedangkan kabul adalah ucapan calon suami atas penerimaan calon istri, 
yang ucapannya; “saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A 
dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Dan pada dasarnya ijab kabul 
dilaksanakan secara lisan. Dan apabila dalam hal lisan tidak mungkin 




Di antara ijab dan kabul disyaratkan terjadi dalam satu majlis, tidak 
disela-selai dengan pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang 
menurut adat kebiasaan dipandang mengalihkan akad yang sedang 
dilakukan. Menurut mazhab Syafi’i yang sekarang dipraktekkan di 
kalangan banyak kaum muslimin Indonesia ijab dan kabul harus 
berlangsung, yaitu setelah wali calon istri menyatakan ijab, maka calon 




Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas; 
a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 
c. Adanya dua orang saksi 
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d. S}igat akad nikah yaitu ijab dan Kabul yang diucapkan oleh wali 




Dari beberapa syarat tersebut yang paling penting ialah ijab kabul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Dari rukun-rukun 
tersebut juga mempunyai syarat, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, 
saksi, dan ijab kabul. 
Adapun Syarat-syarat dari Rukun-rukun tersebut adalah: 
Syarat-syarat calon suami 
a. Bukan mahram dari calon istri; 
b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 
c. Orangnya tertentu, jelas orangnya; 
d. Tidak sedang ihram. 
Syarat-syarat istri 
a. Tidak ada halangan syara’, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 
sedang dalam iddah; 
b. Merdeka, atas kemauan sendiri; 
c. Jelas orangnya; dan 




c. Waras akalnya; 
d. Tidak dipaksa; 
e. Adil; dan 
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c. Waras akalnya; 
d. Adil; 
e. Dapat mendengar dan melihat; 
f. Bebas, tidak dipaksa; 
g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan 
h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 
Syarat-syarat s}igat; s}igat (bentuk akad) hendaknya dilakukan 
dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, 
penerima akad, dan saksi, s}igat hendaknya mempergunakan ucapan yang 
menunjukkan waktu akad dan saksi.
29
 
Syarat-syarat ijab kabul 
a. Wali dan calon mempelai pria harus sudah mumayiz. 
Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz, 
maka pernikahannya tidak sah. 
b. Ijab kabul harus dilaksanakan dalam satu majlis. Antara s}igat ijab dan 
s}igat kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain 
yang dapat dikatakan memisahkan antara s}igat ijab dan s}igat kabul. 
Adanya tenggang waktu antara ijab dan qabul menurut urf (kebiasaan) 
masih dikatakan tidak terpisah, maka hukum akadnya adalah sah. 
c. Antara s}igat ijab, s}igat kabul tidak boleh berlawanan. 
Umpamanya wali mengucapkan maskawin Rp 1.000, tapi mempelai 
pria mengucapkan Rp 500,. Wali mengatakan anak anaknya si A, tapi 
mempelai mengatakan si B dan seterusnya. 
d. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-
masing pihak, wali, mempelai, maupun saksi. 
Selain s}igat ijab qabul itu sendiri, yang terpenting adalah niat masing-
masing pihak bahwa mereka melaksanakan akad.
30
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Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 
perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak “kemudian 
dijawab: “Saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. 
Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan. 
Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga 
kelompok: 
Pertama: wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali 
kekeluargaan perempuan yang akan kawin. 
Kedua: wali mu’t}iq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap 
perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan. 
Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam 
kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.
31
 
Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa Rukun-rukun dalam 
perkawinan adalah: 
a. Calon mempelai laki-laki. 
b. Calon mempelai perempuan. 
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan. 
d. Dua orang saksi. 
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami. 
2. Syarat-syarat perkawinan 
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. 
Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka perkawinan tersebut sah dan akan 
menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perkawinan. 
Syarat sah ada 2: 
a. Perempuan yang akan dinikahi itu halal dinikahi oleh laki-laki yang 
ingin menjadikannya seorang istri. 
Maksudnya wanita yang akan dinikahi tersebut bukan wanita yang 
haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun haram 
untuk selamanya. 
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b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. 
Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi 
adalah tidak sah. Jika pada waktu ijab kabul tidak ada saksi, maka 
nikahnya tidak sah, sekalipun sesudah diumumkan kepada orang ramai 
dengan cara lain. Jika para saksi hadir dan dipesankan oleh orang yang 
mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak 
memberitahukanya kepada orang lain, maka pernikahannya tetap sah.
32
 
Adapun Syarat-syarat perkawinan dalam ensiklopedi Islam 
disebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut; 
a. Adanya calon suami. 
b. Wanita yang halal untuk dinikahi. 
c. S}igat (ijab dan kabul bersifat selamanya). 
d. Saksi. 
e. Adanya keridhoan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu. 
f. Identitas pelaku diucapkan secara jelas dan 
g. Wali.33 
Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan dinyatakan 
dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, diantaranya: 
a. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama 
b. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan 
c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
d. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 
21 harus mendapat izin orang tua. 
Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam 
hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu 
persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah 
menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak 
perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan 
perkawinan, sehingga mereka nantinya senang dalam melaksanakan hak 
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dan kewajibannya sebagai suami istri, persetujuan calon mempelai 
merupakan hasil dari peminangan dan dapat diketahui sesudah petugas 
pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko 
sebagai bukti persetujuannya sebelum dilaksanakan akad Nikah. 
Selain itu, pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 
mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat 
berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi 
dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 
Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah 
menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 
Kompilasi Hukum Islam. 
Pasal 17 KHI 
a. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah 
menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua 
orang saksi nikah. 
b. Bila ternyata perkawinannya tidak disetujui oleh salah seorang calon 
mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 
c. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu 
persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 
dimengerti. 
Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antitesis terhadap 
perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan 
kehendak untuk mengawinkan yang berada dalam perwaliannya dengan 
laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon 




Mengenai umur calon mempelai pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas 
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umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan 
kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga 
perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, 
bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 
perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 




Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa syarat-syarat 
perkawinan adalah: 
a. Adanya calon suami 
b. Wanita yang halal untuk dinikahi 
c. S}igat (ijab dan qabul bersifat selamanya) 
d. Saksi 
e. Adanya keridhoan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu 
f. Identitas pelaku diucapkan secara jelas dan 
g. Wali. 
 
B. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah 
Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 
ukhrowi.
36
 Oleh karena itu, Tuhan juga menyediakan wadah atau sarana yang 
legal untuk penyaluran keinginan tersebut yang sesuai dengan derajat 
kemanusiaan. Akan tetapi walau demikian, pada dasarnya perkawinan tidak 
semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis semata, yaitu 




                                                             
35
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 
76-77. 
36
Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kenpendudukan dan Keluarga berencana, 
Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982, h. 1. 
37
Sayyit Sabiq, fiqih Sunah jilid II, Jakarta:Pena Pundit Aksara,2006, h. 478. 
26 
 
Zakiyah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu: 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 
kasih sayangnya; 
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan; 
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan 
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan 
yang halal; serta 
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram 
atas dasar cinta dan kasih sayang.
38
 
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek 
untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga 
adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab 
keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang 
dikenal mulai pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang 




Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan 
agama Allah; dengan arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah, 
untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, untuk mencegah 
maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.
40
 
Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: 
“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”.41Adalah merupakan rumusan arti dan tujuan Perkawinan. 
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Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah: “ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri”, sedangkan 
tujuan perkawinan adalah: “membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak 
hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus 
kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. 
Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan 
seorang pria untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain 
disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik yang mengikatkan 
dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.
42
 
Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang No. 1 
tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu 
tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja, tetapi sekaligus terdapat adanya 
suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina 
keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang 
sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan 
melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil 
maupun spiritual. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan 




Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya “Bekal Pernikahan”, 
menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu: 
1. Sebagai ibadah mendekatkan diri pada Allah SWT, dan taat pada Rasul-
Nya; 
2. Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan 
(membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim); 
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw; 
4. Menyempurnakan Agama; 
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5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah SWT; 
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah 
dan ibu mereka saat masuk surga; 
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain 
sebagainya; 
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab 
bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan 
membantu istri saat di rumah; 
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh 
lingkungan keluarga; 
10. Saling mengenal dan menyayangi; 
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri; 
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan 
ajaran-Nya, terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah 
SWT. Maka tujuan perkawinannya akan menyimpang; 
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT, awalnya tidak saling mengenal dengan 
melangsungkan perkawinan maka hubungan keduanya akan bisa saling 
mengenal dan sekaligus mengasihi; 
14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui 
proses perkawinan; 




Dari semua tujuan perkawinan yang telah diuraikan diatas bisa 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan 
keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-
anaknya. 
2. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, artinya tidak untuk sementara. Hal 
ini dapat kita tarik dari kata "kekal". 
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3. Perkawinan juga sebagai proses untuk mencapai kebahagiaan. 
 
C. Tujuan dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 
Dalam Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak 
menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan 
umum hanya dikatakan tiap-tiap perkawinan sama halnya pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, 
kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi 
yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
45
 
Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatatkan yang dibuktikan 
dengan akta nikahi terhadap kedudukan istri. Akta nikah menjadi bukti 
autentik dari suatu pelaksanaa perkawinan sehingga menjadi jaminan hukum 
bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang 
menyimpang. Akta nikah juga berpungsi untuk membuktikan keabsahan anak 
dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke 
pengadilan tidak dapat dilakukan.
46
 
Oleh karena itu apabila perkawinan yang tidak dicatat maka upaya 
hukumnya perkawinan ulang. Perkawinan ulang dilakukan layaknya 
perkawinan menurut agama Islam (tajdid). Tajdid ini bukan karena 
menganggap perkawinan pertama tidak sah akan tetapi, tajdid dilakukan untuk 




1. Tujuan pencatatan perkawinan 
Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau Al-Sunnah 
tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. 
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur 
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melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian 
perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah 
tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta 
Nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila 
terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak 
bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna 
mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena 
dengan akte tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan 
hukum yang mereka telah lakukan.
48
 
Adapun pengertian pencatatan perkawinan adalah suatu yang 
dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal 
ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan 




Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka 
menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat 
artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada 
masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik 
yang dilakukan pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Juga oleh 
pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud 
dalam berbagai Perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan 
perkawinan.
50
 Apabila kita melihat fiqih semata, dan dari segi agama maka 
perkawinan dianggap sah sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah. 
Dampak dibelakang hari sekiranya terjadi perselisihan yang menjurus 
kepada perceraian, kurang dipikirkan dan dipertimbangkan, sehingga 
terjadi ketidakadilan, karena ada pihak yang dirugikan.  
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Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa 
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu 
bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik 
bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena 
dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam 
suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu 
dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis 
yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau 
dicegah suatu perbuatan yang lain. Perbuatan pencatatan itu tidaklah 
menentukan sah-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa 




Tujuan pencatatan perkawinan di Indonesia pada dasarnya agar 
seseorang mendapat alat bukti (bayinah) untuk membuktikan bahwa 
dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, 
salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar’i (bayinah sar’iyah) 
adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika perkawinan 
dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah 
memiliki dokumen resmi yang bisa dijadikan alat bukti di hadapan majelis 
peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, seperti 
waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Selain itu 
disebutkan dalam UU No. 2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya 
perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam 
penjelasannya pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa: “maksud 
pasal ini adalah agar nikah,  talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat 
agar mendapat kepastian hukum. Dalam negara yang teratur segala hal-hal 
yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, 
perkawinan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan 
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bergandengan rapat dengan kewarisan sehingga perkawinan harus dicatat 
agar tidak ada kekacauan dikemudian hari.
52
 
Pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yaitu menanggulangi 
agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat 
perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun 
menurut perundang-undangan. Dalam bentuk kongkretnya, penyimpangan 
tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 pp No. 9 
tahun 1975. 
a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang 
akan dilangsungkan. 
b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 




Dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat 
yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut agama dan menurut 
hukum positif. Disamping diperlukan perspektif tidak perlu 
mendikotomikan parameter keabsahan perkawinan dari ukuran agama dan 
negara. Demi terciptanya tertib hukum dan menjamin kemaslahatan bagi 
eksistensi perkawinan serta hak-hak seluruh anggota keluarga, maka 
pencatatan perkawinan merupakan tindakan yang harus dilakukan.
54
 
Dari uraian diatas bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah 
untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik 
perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maupun 
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perkawinan yang dilaksanakan bukan berdasarkan Hukum Islam. 
Pencatatan perkawinan juga merupakan upaya untuk menjaga kesucian 
aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Dan juga untuk menjadikan 
peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun 
bagi orang lain dan masyarakat. Juga melalui pencatatan perkawinan yang 
dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan dan 
percekcokan atau salah satu tidak bertanggung jawab  maka dapat 
melakukan upaya hukum. Dan juga untuk mendapat kepastian hukum dari 
akibat perkawinan tersebut seperti, hak anak, waris dan sebagainya.  
2. Dasar hukum pencatatan perkawinan 
Apabila diperhatikan ayat mudayanah (QS Al-Baqarah (2): 282) 
mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk 
menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas 
menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang 
dalam perkawinan menjadi salah satu rukun. Ayat tersebut adalah: 
                          
                      
                             
                              
                          
                      
                           
                        
                        
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                       
                        
                
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah (2): 282)
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Tidak ada sumber-sumber fiqih yang menyebutkan mengapa dalam 
hal pencatatan perkawinan dan membuktikanya dengan akta nikah, tidak 
dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut. Dalam kaidah Hukum Islam, 
pencatatan perkawinan dan membuktikanya dengan akta nikah, sangat 
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jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan 
kaidah: 
دلحاصلما بلج يلع مّدقم دسافلما أر  
“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh 
kemaslahatan”56 
اب طونم ةّيعّرلا ىلع ماملإا فّرصتةحلصلم  
 “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya 
kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”57 
 
Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan 
dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, 
diformulasikan menggunakan metode istislah dan mashlahat mursalah. 
Hal ini meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang 
memerintahkan pencatatan perkawinan, kandungan maslahatnya sejalan 
dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi 
manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip diatas, dapat 
dilakukan analogi (qiyas), karena kesamaan ‘illat, yaitu untuk menghindari 
dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatat. 
Dengan analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa 
pencatatan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan 
oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup 
kokoh, yaitu qiyas atau maslahat mursalah yang menurut al-Syathiby 
merupakan dalil qath’i yang dibangun atas dasar kajian induktif 
(istiqra’i).58 
Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa pencatatan perkawinan 
tidak ada dalam nash Al-Qur’an atau Al-Sunnah. Tetapi manhaj yang 
digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan perkawinan ini adalah 
qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu 
yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut 
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Ushul fiqh qiyas adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu 
yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan 
hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.
59
 
Jadi dasar hukum yang dipakai dalam hal pencatatan perkawinan 
sebagai berikut: 
a. Al Quran 
Adapun dasar yang dipakai dalam Al-Quran adalah surat Al-
Baqarah ayat 282. 
                        
...... 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 




Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian 
yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 21. 
                     
            
 “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 
dari kamu perjanjian yang kuat”61 
Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain 
harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan 
sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. 
b. As-Sunnah 
Dalam As-Sunnah memang tidak ada yang menjelaskan tentang 
pencatatan perkawinan tetapi hukum yang terdapat pada al Ashl adalah 
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sunnah karena Al-Qur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala 
bentuk transaksi muamalah. Seperti pada surat al-baqarah ayat 282. 
Yang menunjukkan perintah mencatat perihal hutang piutang. Kalimat 
وبتكأفا  adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam 
kaidah fiqih adalah sunnah. Kesimpulan hukum yang terdapat pada al 
Ashl adalah sunnah muaqad. 
c. Ushul fiqh 
Dalam ushul fiqh yang digunakan adalah qiyas (menyamakan 
hukum) dan di dalam surat Al-Baqarah terdapat illat. Illat adalah sifat 
yang terdapat dalam hukum asal dipakai sebagai dasar hukum yang 
dengan illat itu dapat diketahui hukum cabang (furu’) illat dari 
pencatatan hutang piutang adalah bukti keabsahan perjanjian 
muamalah (bayyinah syari’ah). 
Kesimpulannya bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah 
sunnah muaqad sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang 
piutang. Dalam kaidah fiqiyahnya: 
نايعلاب تباثلاك ناهبرلاب تباثلا 
“sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) 





D. Konsep Dzari’ah 
1. Pengertian Dzari’ah 
Secara etimologi, dzari’ah berarti wasilah (perantaraan). 
Sedangkan dzari’ah menurut istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu yang 
menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. 
Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari’ah selalu 
mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi 
sasaranya. Jelasanya perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah 
mubah, perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram dan 
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perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib 
adalah wajib. Misalnya, zina adalah perbuatan haram. Maka, melihat aurat 
wanita yang menyebabkan perbuatan zina adalah haram juga. Shalat 
jum’at adalah wajib. Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi 
kewajiban shalat jum’at adalah wajib. 
Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan bahwa sumber ketetapan 
hukum terbagi atas dua bagian: 
a. Maqasid (tujuan atau sasaran), yaitu perkara-perkara yang 
mengandung maslahat atau mafsadah. 
b. Wasail (perantaraan), yaitu jalan atau perantaraan yang membawa 
kepada maqasid, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan 
yang menjadi sasaranya (maqasid), baik berupa halal atau haram. 
Dengan demikian, yang menjadi dasar diterimanya dzari’ah 
sebagai sumber hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu 
perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan 
hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasaranya, baik akibat 
perbuatan dikehendaki atau tidak dikendaki terjadinya. Apabila perbuatan 
itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan maka ia menjadi 
diperintahkan. Sebaliknya jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan 
buruk, maka ia menjadi terlarang.
63
 
Sedangkan sadd al- Dzari’ah diartikan sebagai upaya mujtahid 
untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada 
dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan 
atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini lebih bersifat 
prenvitif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa 
kepada perbuatan yang haram maka hukumya akan menjadi haram. Para 
ahli ushul fiqh membagi menjadi 4 katagori pembagian ini mempunyai 
signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa 
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dampak negatif dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun 
pembagian itu adalah sebagai berikut: 
a. Dzari’ah yang secara pasti dan menyakinkan akan membawa kepada 
mafsadah. Misalnya, mengali sumur di tengah jalan umum yang 
setuasinya gelap. Terhadap dzari’ah semacam ini, para ahli ushul fiqh 
telah bersepakat menetapkan keharamnya. 
b. Dzari’ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada 
mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur atau perusahaan yang biasa 
memproduksi minuman keras. Terhadap dzari’ah semacam ini, para 
ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamanya. 
c. Dzari’ah yang jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada 
mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. 
Terhadap dzari’ah semacam ini, para ahli ushul fiqh bersepakat 
menetapkan kebolehanya. 
d. Dzari,ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan 
membawa kepada mafsadah. Misalnya, transaksi jual beli secara 
kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa 
kepada mafsadah. Dzari’ah semacam ini, para ulama berbeda 
pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut harus dilarang 
atau menjadi haram dan ada juga yang berpendapat sebaliknya. 
Terlepas dari katagori mana dzari’ah yang harus dilarang atau 
diharamkan, yang jelas dapat dipahami dzari’ah berhubungan dengan 
memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.
64
 
2. Pengertian Fath ad-Dzari’ah  
Kebalikan dari sadd al-dzari’ah adalah fath ad-dzari’ah. Secara 
terminologis, bisa dipahami fath ad-dzari’ah adalah menetapkan hukum 
atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik 
dalam bentuk membolehkan, menganjurkan, maupun mewajibkan karena 
perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang telah 
dianjurkan atau diperintahkan. 
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Namun yang juga harus digaris bawahi adalah bahwa betapapun 
sarana lebih rendah tingkatanya dari pada perbuatan yang menjadi 
tujuanya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada 
tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuanya.
65
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DESKRIPSI KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG 
 
A. Gambaran Umum  
1. Sejarah KUA 
Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup 
panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran 
dan fungsinya. Keberadaannya dapat di lacak sejak permulaan Islam 
masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan atau 
kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. 
Sepanjang itu, KUA mengalami dinamika dalam transformasi 
kelembagaan, peran, dan fungsinya.
66
 
Jauh sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 
Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan 
yaitu semenjak berdirinya kesultanan Mataram. Pada saat itu kesultanan 
Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang 
khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pemerintahan kolonial 
Belanda lembaga tersebut sebagai lembaga swasta, kemudian pada masa 
jepang tepatnya pada tahun 1943 pemerintah pendudukan Jepang 
mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang 
ditunjuk sebagai Kepal Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah 
KH. Hasyim Asy’ari pendiri pondok pesantren Jombang sedang untuk 
pelaksanaan tugasnya diserahkan kepada putranya Kiyai Wahid Hasyim 
sampai akhir pendudukan jepang pada bulan Agustus 1945. 
Kemudian dengan berdirinya Departemen Agama Republik 
Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946. Maka di daerah dibentuk sebuah 
Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah, dan Kantor 
Kepenghuluan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian 
Agama Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya 
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Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 tahun 2001 tentang 
penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor 
Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten 
atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam, 
Bimnas Islam, dan Kelembagaan Agama Islam, yang tugas pokoknya 
melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau 
Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
67
 
2. Sejarah KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang berdiri pada tahun 
1956 dan berlokasi di jalan Raya Bantarbolang bersebelahan dengan 
Masjid Jami kecamatan pada waktu zaman dahulu.
68
 
Dalam perkembangannya  untuk penataan administrasi jangka 
panjang KUD yang memenuhi standar syarat luasnya. Maka pada tahun 
1985 kantor Urusan Agama kecamatan Bantarbolang membangun gedung 
baru di jalan Karang Suru, dan status tanah milik Departemen Agama RI 
sertifikat hak pakai nomor 9 luas +394M
2
. Luas bangunan 90 m
2
 dan surat 
Nomor  503.648/56/DU06, tentang surat izin mendirikan bangunan. Dan 
ditetapkan di Pemalang pada tanggal 6 Februari 2006.
69
 
Sejarah tanah kantor urusan agama kecamatan Bantarbolang 
diperoleh dari jual beli tanah yang dimiliki oleh: 
Nama         :  Busro 
Umur         :  38 Tahun 
Pekerjaan   :  Tani 
Alamat    : Dk. Tengah Ds. Bantarbolang Kec. Bantarbolang Kab. 
Pemalang 
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 Dan pada waktu periodisasi Kepala kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bantarbolang Bapak Kadarusman, Kasi Urusan Islam Drs 
Ma’mun Mas’ud dan kepala Departemen Agama Bapak Prisan Hadi.70 
3. Letak geografis 




 10 LS dan 109
0
 23 38 BT termasuk daratan tinggi yang cocok untuk 
pertanian hutan jati, perkebunan ladang dan pertanian.
71
 
Wilayah Kecamatan Bantarbolang di daerah yang cukup strategis 
yakni sebelah utara perbatasan dengan Kecamatan Pemalang. Sebelah 
selatan berbatasan dengan Kecamatan Randudongkal. Sebelah timur 
berbatasan dengan Kecamatan Watukumpul dan Ampelgading. 
Kecamatan Bantarbolang memiliki wilayah 17 Desa dengan 
jumlah penduduk 86.520 jiwa. Dalam perkembangannya KUA Kecamatan 
Bantarbolang membutuhkan kantor yang memadai. Sehingga pada tahun 
1985 kecamatan Bantarbolang membangun gedung baru di jalan Karang 
Suru Nomor 4 Bantarbolang, Pemalang.
72
 
Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang 
meliputi jumlah desa dan penduduk sebagai berikut:
73
 
Jumlah Desa dan Penduduk 
No Nama Desa 
Jumlah 
Penduduk 
1 Sumurkidang                   4.055 
2 Wanarata                 10.945 
3 Pedagung                   6.982 
4 Pabuaran                   2.894 
5 Purana                   2.540 
6 Suru                   4.458 
7 Karanganyar                   6.585 
8 Banjarsari                   2.453 
9 Pegiringan                 11.679 
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No Nama Desa 
Jumlah 
Penduduk 
10 Sambeng                   2.491 
11 Glandang                   2.974 
12 Bantarbolang                 14.354 
13 Kebon Gede                  3.593 
14 Sarwodadi                      942 
15 Paguyangan                   4.025 
16 Lenggerong                      947 
17 Kuta                   4.584 
                 86.528 
 
Sarana pendidikan dan ibadah di wilayah kerja Kantor Urusan 




No Sekolah atau Pendidikan Jumlah sekolah 
1 Sekolah Dasar                    48 buah 
2 MI                      7 buah 
3 MTs                      3 buah 
4 SMA Negeri                      1 buah 
5 MA                      2 buah 
6 SMK                      1 buah 
7 SMP Islam                      2 buah 
8 SMP Negeri                      4 buah 
9 Madrasah Diniah 
Taman Pendidikan Al Qur’an 
                   35 buah 
                 123 buah 
10 RA 
TK 
                     5 buah 
                   11 buah 
 
Tempat ibadah 
No               Tempat Ibadah    Jumlah Tempat 
1 Masjid                  57 buah 
2 Langgar                255 buah 
3 Mushola                    8 buah 










4. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang 
Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang 
diatur oleh peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 
2007 sebagai berikut: 
Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Instansi Kementerian 
Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam 
dalam wilayah Kecamatan, tentunya tugas tersebut harus mengacu pada 
kelanjutan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, yang 
tentunya juga selaras dengan visi Kabupaten Pemalang secara umum. 
Kepala kantor Agama Kecamatan Bantarbolang mengacu pada buku 
administrasi KUA kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
75
  
Sedangkan dalam KMB No. 517 Tahun 2011 tentang penataan 
organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang selain tugas 
pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi 
b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat 
kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama 
Kecamatan 
c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina 
masjid, zakat wakaf dan ibadah sosial, kependudukan dan 
pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan 
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5. Keadaan pegawai dan gedung KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang 
Tenaga Pegawai Negeri Sipil 
No Nama Pegawai 
Golongan 
Ruang 
1 Rosihan Anwar 
NIP. 19621231 198503 1045 
III/c 
2 Mutarofik , S.Ag. 
NIP. 19710516 200501 1006 
III/d 
3 Fathurohman, S.Ag. 




NIP. 19651128 199003 1003 
III/b 
5 Khoriyah 
NIP. 19620611 199203 2001 
III/b 
6 Muayah 
NIP. 19690102 199302 2001 
III/a 
7 Kusnin 
NIP. 19850505 200910 1001 
I/c 
8 Abd. Hafid 
NIP. 19760515 200910 2001 
II/a 
 
Tenaga Wiyata Bakti 
No Nama Pegawai 
1 Nok Arini Pujowati S.E 
2 Anindita Febrina Mila Sofia 
 
Keadaan Gedung 
Keadaan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang sudah 
cukup baik. Dan memiliki ruangan sebagai berikut: 
a. Ruang administrasi atau kerja 
b. Ruang tamu 
c. Ruang kepala 
d. Ruang Akad Nikah 
e. Ruang PAI 
f. Ruang arsip 
g. Ruang komputer 
h. Ruang gudang 
i. Aula kantor terpisah di sebelah kantor induk dan ruang kamar kecil.77 
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 Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang. 
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B. Struktur organisasi dan kinerja KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang 
Suatu lembaga baik itu lembaga pemerintah maupun swasta dalam 
mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi dari lembaga itu sendiri 
harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh 
sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (aktor) dalam upaya 
mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Suatu 
organisasi akan dinilai baik apabila kinerja yang dilakukannya telah sesuai 
dengan visi dan misi yang dijalankan secara efektif, sehingga tugas-tugas 
pokok yang dibebankan pada KUA dapat dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. 
Begitupun dengan KUA Kec. Bantarbolang untuk mewujudkan 
organisasi yang kinerjanya sesuai yang diharapkan. 
Adapun struktur organisasi dan kinerja pada KUA Kec. Bantarbolang 
adalah sebagai berikut: 
1. Struktur organisasi 
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang. 
Kepala KUA             : H. Rosihan Anwar. 
Penghulu                            : Mutarofik, S.Ag. 
Pengolah Data                     : Faturohman, S.Ag. 
Pengelola Urusan Agama     : Syamsudin. 
Pengelola Administrasi &  
Dokumentasi                      : Khoriyah. 
Pengadministrasi (umum)   : Muayah. 
Pengadministrasi (NTCR)   : Kusnin.
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2. Kinerja KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang 
Kinerja organisasi pada KUA Kec. Bantarbolang didasarkan pada 
fungsi dan tugas yang telah dibebankan oleh Departemen Agama yang 
kemudian disusun menjadi sebuah program kerja yang berisikan tentang 
tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian. 





Adapun tugas dan kinerja organisasi pada KUA Kec. Bantarbolang 
sebagai berikut: 
a. Tugas dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bantarbolang 
1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang. 
2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Bantarbolang. 
3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawaban kegiatan. 
4) Membantu pelaksanaan tugas bawahan. 
5) Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan tugas. 
6) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan lembaga-
lembaga keagamaan. 
7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan 
nikah serta menandatangani Akta nikah dan kutipan akta nikah. 
8) Melaksanakan akad nikah wali hakim atau yang walinya 
mewakilkan. 
9) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, 
kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial. 
10) Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf untuk disertifikatkan. 
11) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul 
di bidang Urusan Agama Islam. 
12) Pembinaan BP 4, LTPQ, P2A dan Darma Wanita. 
13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
14) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pegawai KUA 
kecamatan Bantarbolang. 
15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten. 
b. Tugas dan fungsi penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan 
Bantarbolang 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 




3) Memeriksa calon pengantin dan mengisi formulir NB. 
4) Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan. 
5) Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan pernikahan (NC) 
6) Menyiapkan buku Akta nikah. 
7) Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan. 
8) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan perkawinan dan 
bimbingan calon pengantin. 
9) Penasehatan BP4. 
10) Mencocokkan nomor proposisi buku nikah. 
11) Mengonsep laporan bulanan dan tahunan Nikah, F1, F2, A1 dan 
IB. 
12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
13) Melaporkan tugas kepada Kepala kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bantabolang. 
c. Tugas dan fungsi tata usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bantarbolang 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 
2) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar. 
3) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan. 
4) Menata arsip KUA. 
5) Mengetik konsep surat atau naskah. 
6) Menata buku-buku perpustakaan kerja. 
7) Menyusun file pegawai. 
8) Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA kecamatan Bantarbolang. 
9) Menghimpun laporan bulanan dan tahunan, serta mengirim. 
10) Menyiapkan daftar hadir rapat. 
11) Membuat notulen rapat. 
12) Memelihara K3KUA kecamatan Bantarbolang. 
13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 




d. Tugas dan fungsi administrasi keuangan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bantarbolang. 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 
2) Menyiapkan rencana anggaran pembiayaan KUA. 
3) Menerima biaya nikah, dan member kuitansi. 
4) Membubuhkan dan menyetorkan uang NR ke bendahara penerima 
lewat Bank. 
5) Menyusun pertanggung jawaban keuangan NR. 
6) Membubuhkan keuangan Negara (DIPA, Manasik haji) 
7) Mengonsep laporan keuangan. 
8) Membuat laporan bulanan keuangan. 
9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan 
Agama kecamatan Bantarbolang. 
e. Tugas dan fungsi pelayanan masyarakat 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 
2) Mengatur pemakaian blangko N1 sampai dengan N10 
3) Menerima dan mencatat kiriman blangko nikah BS1 dan BS2. 
4) Menyiapkan blangko N, NA, NB dan N1 sampai dengan N10. 
5) Menyiapkan buku tamu dan menerima tamu KUA kecamatan 
Bantarbolang. 
6) Koordinator pelaksana, KS, Pra Nikah, Dharma Wanita, Suscatin. 
7) Membuat laporan data usia kawin. 
8) Meneliti FC surat nikah yang akan dilegalisir. 
9) Melayani Duplikat Nikah, Boro Nikah, Surat keterangan. 
10) Membuat laporan bulanan L1. 
11) Membuat laporan tahunan F9, F10, F11, F17. 
12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan 




f. Tugas dan fungsi operator komputer 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 
2) Mencetak daftar isi buku nikah catin yang telah dilaksanakan. 
3) Mencetak daftar isi N 
4) Merawat dan memelihara komputer. 




9) Memelihara K3. 
10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bantarbolang. 
g. Tugas dan fungsi administrasi JIDZAWAIBSOS 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja 
2) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid musholla dan 
langgar 
3) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan kepada 
masjid musholla dan langgar. 
4) Menginventarisasi jumlah tanah wakaf, wakif, dan nadzir 
5) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat 
ibadah dan penyiaran agama 
6) Menginventarisasi data kegiatan ibadah sosial 
7) Mengikuti perkembangan kegiatan (statistic) 
8) Meneliti kelengkapan berkas / fisik visual penyertifikatan tanah 
wakaf 
9) Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai 
disertifikat 
10) Mengonsep laporan bulanan F7d, F8d 
11) Mengonsep  laporan bulanan F7d, F8d, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 
F12, F13, F14, F15, F16  
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12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 
13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan 
Agama Kec. Bantarbolang. 
h. Tugas dan fungsi administrasi NR  
1) Menyiapkan bahan dan kerja. 
2) Penjilidan akta nikah. 
3) Penjilidan tanda terima kutipan akta nikah (NA) 
4) Penjilidan NB. 
5) Mencatat dan mutasi cerai dan talak. 
6) Membuat laporan cerai dan talak (kedalam F1, F2) 
7) Membantu mengatur surat. 
8) Membantu pemeliharaan kantor. 
9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 
10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan 
Agama kecamatan Bantarbolang. 
i. Tugas dan fungsi Wiyata bhakti 
1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja. 
2) Membantu menerima dan mencatat surat masuk dan keluar. 
3) Membantu mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan. 
4) Membantu menata arsip KUA. 
5) Membantu mengetik konsep surat dan naskah. 
6) Membantu menata buku-buku perpustakaan kerja 
7) Membantu menyusun file pegawai  
8) Membantu mencatat jadwal kegiatan kepala KUA Kec. 
Bantarbolang  
9) Membantu menghimpun laporan bulanan dan tahunan, serta 
mengirim 
10) Membantu menyiapkan daftar hadir rapat  
11) Membantu membuat Notulen rapat 
12) Membantu memelihara K3 KUA Kec. Bantarbolang 
13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 
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C. Kasus Terjadinya Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. 
Bantarbolang, Pemalang 
Terjadinya perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin 
berawal dari perkenalan antara Saipudin dengan Sakinatul Munawaroh 
ditempat kerjanya setelah sekian lama menjalin hubungan akhirnya keduanya 
sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Akhirnya keduanya 
melangsungkan perkawinanya di KUA Kec. Bantarbolang selama 
pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibawa calon pengantin pria semuanya 
bisa diterima oleh pihak KUA, akan tetapi setelah perkawinan terlaksana 
selama kurang lebih hampir satu bulan ada laporan dari pihak istri yang lain 
bahwa Saipudin masih mempunyai istri dan setatusnya belum diceraikan. 
Kemudian pihak KUA meneliti kembali dokumen-dokumen yang dibawanya, 
setelah diketahui bahwa dokumen-dokumen yang dibawanya palsu maka 




Berkaitan dengan terjadinya pemalsuan identitas calon pengantin, 
maka usaha peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber data 
adalah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bantarbolang, 
pelaku, orang tua atau wali dari pengantin wanita, modin atau petugas desa 
yang menangani dokumen-dokumen administrasi calon pengantin tersebut dan 
para pihak yang bisa memberi informasi  komponen yang ada dan memberi 
keterangan tentang fenomena penelitian yang sedang diteliti. 
Dari data yang penulis peroleh dengan cara wawancara langsung pada 
objek penelitian, penulis mendapat berbagai informasi yang dapat membantu 
dalam pembuatan skripsi. 
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1. Pihak KUA Kec. Bantarbolang 
Pengamatan yang penulis lakukan dibantu oleh berbagai pihak 
yang terkait, baik pelaku, pegawai Kantor Urusan Agama, orang tua atau 
wali dari pihak wanita dan juga modin (petugas desa) setempat yang 
mengetahui permasalahan tersebut. 
Proses pelaksanaan perkawinan antara Sakinatul Munawaroh 
dengan Saripudin dijalankan sesuai dengan ketentuan prosedur 
Perkawinan. Hal ini sebagai mana yang dikemukakan oleh Bapak Rosihan 
Anwar selaku kepala KUA Kec. Bantarbolang bahwa Pelaksanaan 
perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin dijalankan 
sesuai prosedur perkawinan yang berlaku dimana kedua calon pengantin 
memenuhi syarat administrasi perkawinan seperti dokumen N1 sampai 
dengan N7 dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk mengajukan 
perkawinan di KUA pada umumnya.
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Adapun praktiknya perkawinan antara Sakinah dan Saripudin ada 
kecacatan yaitu status calon pengantin pria tidak sesuai dengan yang 
sebenarnya. Bahwa sebenarnya pengantin pria tersebut sudah mempunyai 
istri lebih dari dua dan statusnya belum di ceraikan tetapi pada Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setatus dari pengantin 
pria jejaka. Kejadian tersebut diketahui setelah adanya laporan kepada 
kami dari istri yang kedua bahwa Saripudin masih menjadi suaminya, 
setelah kami cek ulang dan kami peroleh sumber yang dipercaya bahwa 
asal-usul dari Saripudin itu semuanya di palsukan dan tidak sesuai dengan 
yang sebenarnya. Karena yang bersangkutan pindah alamat dari jawa 
tengah ke jawa barat dan mendapat KTP asli berstatus jejaka.
82
 
Dari sekian kasus pemalsuan identitas yang terdapat di KUA Kec. 
Bantarbolang semua bisa diminimalisir sebelum perkawinan terlaksana 
karena semuanya masih dalam satu daerah Kabupaten Pemalang dan bisa 
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langsung diteliti keabsahan dokumen-dokumen yang di bawa calon 
pengantin dan juga pihak KUA memberikan kepercayaan kepada modin 
desa untuk memeriksa dan melengkapi dokumen-dokumen syarat 
administrasi perkawinan sebelum diserahkan ke pihak KUA. Berbeda 
dengan yang terjadi pada perkawinan Saripudin dengan Sakinatul 
Munawaroh, KUA tidak bisa mengecek langsung calon pengantin pria 
apakah yang bersangkutan benar-benar sesuai dengan dokumen yang 
dibawanya atau tidak. Memang sudah adanya SIMKAH yang telah 
membantu dan memudahkan dalam pencatatan perkawinan pada KUA, 
tetapi SIMKAH tersebut juga belum bisa menimalisir palsu atau tidaknya 
dokumen atau identitas calon pengantin. Oleh karena itu hal-hal yang 
bersangkutan dengan pemalsuan identitas masih diluar wewenang KUA.
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2. Pihak modin atau petugas desa 
Hal sama yang disampaikan oleh modin Desa Purana, bahwa calon 
pengantin pria membawa surat-surat atau dokumen-dokumen sudah sesuai 
prosedur persyaratan dalam perkawinan. Bahwa yang bersangkutan pada 
waktu itu datang bersama orang tua dari pengantin wanita untuk 
menyerahkan dokumen yang harus dibawa ke KUA, terlepas dari asli atau 
tidaknya dokumen yang dibawa calon pengantin tersebut saya tidak 
mempunyai kewenangan untuk meneliti keabsahan suatu dokumen apalagi 
seperti KTP atau KK, tugas saya sebagai modin hanya untuk mengecek 
dan melengkapi apa yang menjadi persyaratan administrasi dalam 
perkawinan.  
Terlepas dari yang dilakukan pengantin pria bahwa dokumen yang 
dibawanya adalah palsu atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya 
sebagai modin hanya bisa percaya pada para calon pengantin karena 
perkawinan bukan hanya untuk bersenang-senang saja tetapi setelah 
perkawinannya akan menimbulkan hukum yang sangat luas. Saya juga 
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datang sebagai saksi dalam persidangan tersebut, dan saya hanya 
menjelaskan yang hanya menjadi wewenang saya sebagai modin.
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3. Dari pihak orang tua atau wali pengantin wanita 
Dari data yang penulis dapatkan bahwa sebelum perkawinan terjadi 
Saripudin dalam hal ini calon pengantin pria sering datang ke rumah dan 
hampir satu minggu tiga kali ke rumahnya dan bermalam. Karena pihak 
orang tua khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan sebelum pernikahan 




Pada awalnya kami pihak orang tua tidak mengerti bahwa anak 
kami Sakinah berhubungan dengan Saripudin, tetapi setelah pulang dari 
Jakarta dan sering bertelponan kemudian kami tanyakan yang sebenarnya 
kepada anak kami, tidak lama kemudian Saripudin tersebut datang ke 
rumah. Kami tidak ada rasa curiga sama sekali karena dari penampilannya 
tidak ada tampang penipu atau kurang sopan, dan kami pun akrab 
dengannya. Setelah kami suruh orang tuanya untuk datang ke rumah untuk 
membahas kelanjutan hubungan dengan anak kami tetapi yang datang 
pamannya, dan kamipun belum mempunyai rasa curiga. Dan karena 
saripudin tersebut sering datang dan bermalam di rumah, kamipun mulai 
khawatir akan terjadi yang tidak diinginkan sebelum perkawinan, maka 
kami sekeluarga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Kami 
pun mulai muncul rasa curiga setelah perkawinan akan dilaksanakan 
karena dari sekian orang yang mengantarnya sama sekali tidak ada 
keluarga yang datang semuanya adalah temanya. Kami mencoba 
berprasangka baik karena keadaan tempatnya yang jauh, tetapi setelah 
perkawinan terjadi kami didatangi oleh istri yang keduanya, bahwa 
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4. Pihak pelaku 
Berbeda yang di uraikan oleh pelaku bahwa motif dari pemalsuan 
identitas tersebut adalah karena susahnya persyaratan administratif izin 
poligami dan belum tentu di izinkan oleh istri sebelumnya dan juga belum 
tentu di izinkan oleh pengadilan apabila ingin berpoligami karena disitu 
ada kewajiban bisa memenuhi kebutuhan istri-istrinya, sedangkan saya 
hanya berpenghasilan sebagai buruh swasta. Saya juga memanfaatkan 
identitas jejaka saya karena identitas tersebut asli dan mudah untuk 
meminta kepada kelurahan dan KUA setempat untuk membuatkan 
dokumen syarat administrasi dalam perkawinan.87 
Dari uraian wawancara yang peneliti lakukan bisa di tarik kesimpulan 
bahwa terjadinya praktik terhadap pemalsuan identitas calon pengantin di 
KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang mempunyai beberapa faktor. Adapun 
faktor yang melatarbelakangi praktik pemalsuan identitas calon pengantin dan 
lepas dari pengamatan pihak KUA. 
1. Faktor kurang sadar hukum 
Dari uraian pelaku sudah cukup jelas bahwa terjadinya perkawinan 
dengan memalsukan identitas menandakan kurang sadarnya terhadap 
hukum yang mengaturnya. Ingin berpoligami tetapi tidak mau memenuhi 
prosedur syarat izin poligami ke Pengadilan Agama dengan alasan karena 
susahnya aturan berpoligami. 
2. Faktor saling percaya 
Dari uraian wawancara yang peneliti lakukan terdapat faktor 
kepercayan satu sama lain baik dari orang tua atau wali, modin desa, 
bahkan sampai ke pihak KUA. KUA sudah percaya kepada modin, jadi 
untuk meneliti dan mengecek ulang dokumen-dokumen yang dibawa oleh 
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calon pengantin tidak sesuai yang diharapkan, dan modin juga percaya 
pada wali dan calon pengantin pria jadi asal dokumen yang dibawanya 
sudah lengkap langsung didaftarkan ke pihak KUA tanpa mengecek dan 
meneliti lebih jauh dari dokumen-dokumen yang dibawa oleh calon 
pengantin yang bersangkutan. 
3. Faktor kurang optimalisai pemerintah pada KUA 
Faktor ini yang membuat KUA tidak bisa meminimalisir 
pemalsuan-pemalsuan identitas seperti yang dilakukan Saripudin, karena 
tidak ada sistem yang bisa mengecek keabsahan suatu identitas yang 
dimiliki seseorang, SIMKAH yang sudah berfungsi masih belum bisa 
mengecek keabsahan suatu identitas karena SIMKAH hanya memudahkan 
pencatatan dalam perkawinan dan data dalam perkawinan tetapi tidak bisa 
mengecek keabsahan suatu identitas. Seharusnya ada suatu sistem yang 
khusus untuk bisa meneliti keabsahan suatu identitas agar terjadinya 
pemalsuan identitas tidak terjadi. 
4. Faktor diri sendiri 
Faktor diri sendiri inilah yang harus dipahami, pada pihak KUA 
harus lebih teliti dan tidak hanya percaya pada modin desa saja, modin 
desa juga jangan hanya percaya pada calon pengantin harus benar-benar 
diteliti asal-usul walau sebatas dari keluarga terdekat calon pengantin dan 
juga kepada pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya akan 




ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN 
DI KUA KEC. BANTARBOLANG, PEMALANG 
 
A. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. 
Bantarbolang, Pemalang 
Yang dimaksud pemalsuan identitas calon pengantin dalam 
perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan dan penyimpangan yang 
dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, 
tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang 




Pemalsuan identitas terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah 
pemalsuan nama, usia bahkan status. Pemalsuan identitas calon pengantin ini 
bisa juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti 
oknum dari kelurahan yang memberikan suatu surat pengantar perkawinan 
yang menerangkan status orang masih perjaka, padahal orang tersebut sudah 
mempunyai seorang istri atau juga pelaku itu sendirilah yang melakukannya. 
Dengan alasan seperti sulitnya izin poligami dan lain sebagainya, yang pada 
intinya agar bisa menikah kembali tanpa harus susah payah mengurus izin ke 
Pengadilan Agama. Begitu pula yang terjadi si KUA Kec. Bantarbolang, 
Pemalang dimana telah terjadi perkawinan dengan pemalsuan identitas calon 
pengantin. 
1. Terjadinya pemalsuan identitas di KUA Kec. Bantarbolang, 
Pemalang 
Dalam hal pemalsuan identitas yang terjadi di KUA Kec. 
Bantarbolang tempat penelitian dilakukan, ada beberapa model pemalsuan 
diantaranya adalah pemalsuan identitas yang sifatnya tidak di sengaja dan 
pemalsuan identitas yang sifatnya disengaja. Pemalsuan identitas yang 
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tidak disengaja adalah seperti salah nama calon pengantin, salah nama 
wali, dan perbedaan alamat tempat tinggal, tetapi hal tersebut bisa 
diselesaikan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Dan pemalsuan 
identitas yang disengaja adalah seperti memalsukan status, tempat tinggal 
dan juga pemalsuan dari semua syarat administrasi perkawinan yang 
dibawa oleh calon pengantin. 
Oleh karena itu analisis peneliti fokuskan pada pemalsuan identitas 
yang dilakukan oleh calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. 
Bantarbolang. Dimana telah terjadi pemalsuan identitas calon pengantin 
dan lepas dari pengamatan KUA. Perkawinan antara Sakinatul 
Munawaroh dengan Saripudin sebenarnya sesuai dengan prosedur 
perkawinan pada umumnya.  Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Bapak Rosihan Anwar selaku kepala KUA Kec. Bantarbolang bahwa 
Pelaksanaan perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin 
dijalankan sesuai prosedur perkawinan yang berlaku dimana kedua calon 
pengantin memenuhi syarat administrasi perkawinan seperti dokumen N1 
sampai dengan N7 dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk mengajukan 
perkawinan di KUA pada umumnya. Tetapi yang menjadi 
permasalahannya adalah hampir dari semua yang dibawa oleh calon 
pengantin pria adalah sebagian besar di palsukan seperti KTP, N2 dan N4. 
Di dalam KTP tersebut berstatus jejaka padahal sudah mempunyai istri. 
Perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dengan Saripudin 
tergolong cepat dari umumnya karena dari awal perkenalan sampai dengan 
perkawinan hanya berselang 1 bulan, karena keduanya bertemu di jakarta 
kemudian Saripudin ikut ke Pemalang bersama Sakinatul Munawaroh dan 
sering menginap di rumahnya. Karena orang tua dari Sakinatul 
Munawaroh khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebelum 
perkawinan maka keduanya disarankan untuk melangsungkan perkawinan. 
Dari pernyataan pelaku bahwa motif dirinya memalsukan identitas 
karena dirinya ingin poligami tanpa harus izin ke Pengadilan Agama 
karena menurutnya terlalu susah dan juga tidak ingin diketahui oleh 
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istrinya. Menurut penulis ada beberapa sebab dari terjadinya pemalsuan 
identitas calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang. 
a. Sikap pelaku yang kurang sadar hukum dan ingin memanfaatkan 
untuk keuntungan diri sendiri. 
b. Adanya keinginan berpoligami tanpa harus diketahui oleh istrinya 
karena akan merasa kerepotan apabila harus izin ke Pengadilan 
Agama. 
c. Masih kurang tertibnya pelaksanaan administrasi NTCR dan kurang 
mantapnya petugas yang menangani NTCR. 
d. Dan kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan dan 
hukum munakahat. 
Karena dari pemalsuan identitas calon pengantin dalam 
perkawinan akan mengakibatkan dampak yang negatif bagi masyarakat 
yang menjadi korban dan juga instansi pemerintahan dalam hal ini 
Departemen Agama pada umumnya dan KUA pada khususnya. 
 
2. Analisis Kasus Pemalsuan Identitas Calon Pengantin di KUA Kec. 
Bantarbolang 
Yang penulis amati, sebenarnya dalam pemeriksaan berkas-berkas 
calon pengantin di KUA Kec. Bantarbolang sudah sesuai prosedur yang 
ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari awal pemeriksaan dengan cara 
memanggil langsung calon pengantin yang bersangkutan, wali nikah, dan 
modinnya ke KUA untuk diperiksa kebenaran data-datanya. Akan tetapi, 
karena tidak ada kroscek ulang dari data-data calon pengantin untuk 
menyelidiki apakah data yang dibawa calon pengantin tersebut palsu atau 
tidak, setidaknya hal ini diperkuat oleh kinerja KUA yang tidak mau turun 
kelapangan untuk mengkroscek ulang yang sekiranya perlu untuk 
dibuktikan keabsahanya. Setidaknya antara pihak KUA dan kelurahan ada 
kerjasama dalam masalah identitas untuk lebih hati-hati dan 
memperhatikan lagi calon pengantin yang berbeda domislinya. 
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Keaktifan pegawai KUA dalam hal ini PPN harus lebih ekstra 
dalam penyelidikan data-data calon pengantin baik dalam segi nama, wali, 
tempat tinggal, dan status pada diri calon pengantin. Karena dengan 
keaktifan ekstra akan lebih sedikit dalam kasus pemalsuan identitas. Dan 
juga apa yang telah dilakukan nantinya bisa dipertanggung jawabkan 
kebenarannya baik secara administrasi kelembagaan maupun secara 
hukum. 
Bukan hanya pada KUA saja yang harus aktif dalam pengawasan. 
Tetapi juga modin dan orang tua yang secara langsung berhubungan 
dengan calon pengantin harus lebih aktif dan ekstra. Karena modin dan 
orang tualah yang pertama mengetahui semua identitas calon pengantin 
baik dari asal usul, status bahkan nama orang tua dan modinlah yang harus 
lebih waspada, apalagi yang berdomisili berbeda. 
Dan harus ditingkatkan lagi adalah kerjasama antara KUA yang 
satu dengan yang lain, karena biasanya pelaku yang memalsukan identitas 
tersebut melakukan perkawinannya di KUA yang berbeda. Oleh karena itu 
harus ada kerjasama yang baik antara KUA dan instansi kelurahan yang 
mengatur pembuatan identitas agar lebih akurat dan bisa dipertanggung 
jawabkan keabsahannya. 
Mengenai sanksi pemalsuan identitas sebenarnya dalam ranah 
hukum pidana seperti yang termuat dalam KUHP yang berhubungan 
dengan perkawinan yaitu pasal 279 yang berbunyi:
89
 
(1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun: 
1e. Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya 
akan kawin lagi. 
2e. Barang siapa dari pihak kawin, sedang diketahuinya, bahwa 
perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi 
halangan yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi. 
(2) Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang 
diterapkan pada poin 1e, menyembunyikan kepada yang lain, bahwa 
perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan 
kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. (KUHP 5-1, 37) 
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(3) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 
35 No.1: “Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini 
ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia pernah kawin dan 
perkawinan ini masih belum dilepaskan”. 
Kemudian pasal 280 
“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak 
memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, 
diancam pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian 
berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak 
sah” 
Memang secara bahasa pasal tersebut tidak menyebutkan tentang 
pemalsuan identitas dalam perkawinan, tetapi kita bisa cermati pasal 
tersebut menyebutkan tentang larangan “menyembunyikan perkawinan 
yang telah ada” artinya bahwa tidak boleh menyembunyikan atau 
memalsukan suatu identitas seperti status atau asal usul dan nama dalam 
perkawinan. 
Undang-undang tersebut satu-satunya yang membahas sanksi 
dalam perkawinan yang condong mengenai pemalsuan identitas calon 
pengantin dalam perkawinan akan tetapi Pengadilan Agama yang 
merupakan suatu lembaga hukum dalam perkawinan tetapi tidak bisa 
mengatur tentang itu. 
Di dalam Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan 
juga terdapat sanksi Administratif dan Pidana. Dalam Pasal 89 Ayat (1) 
Undang-Undang Adminduk yang berbunyi:
90
 
(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda 
apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa 
kependudukan dalam hal: 
g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 
(2) 
“Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan 
kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga 
puluh) hari sejak terjadinya perubahan” 
h.  perpanjangan KTP sebagaimana yang dimaksud dalam 
pasal 63 ayat (1) 
“Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 
memiliki Izin Tempat Tetap yang telah berumur 17 (tujuh 
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belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib 
memiliki KTP” 
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 
1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Warga Negara 
Asing paling banyak Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah). 
 
Kemudian sanksi pidana dalam hal pemalsuan identitas dalam 
Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah pasal 93 yang 
berbunyi: 
“Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau 
dokumen kepada Instansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). 
 
Sudah cukup jelas dari sumber-sumber hukum diatas bahwa 
pemalsuan identitas adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan 
hukum. Apalagi perkawinan dengan pemalsuan identitas yang jelas-jelas 
dua peristiwa penting yang sudah diatur dalam Undang-Undang baik itu 
Undang-undang perkawinan, Undang-Undang Pidana maupun Undang-
undang Administrasi Kependudukan. 
Sebenarnya kasus pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi 
di KUA Kec. Bantarbolang disebabkan karena sikap pelaku yang tidak taat 
hukum dan hanya untuk meraih keuntungan saja, karena ingin berpoligami 
tetapi tidak ingin mengurus surat izin dan juga tidak mau diketahui oleh 
istrinya. Dan si pelaku juga memanfaatkan situasi yang memang tidak bisa 
pungkiri bahwa sistem kependudukan di negara kita khususnya di bidang 
pembuatan KTP belum berjalan efektif, maka dengan latarbelakang 
tersebut si pelaku mudah untuk mendapatkan KTP baru dan untuk bisa 
melakukan perkawinan lagi. 
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemalsuan Identitas 
Calon Pengantin di KUA Kec. Bantarbolang 
Perkawinan dianggap sah dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 
ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
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hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam 
hukum Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu, adalah 




Baik dalam Undang-undang perkawinan atau hukum Islam sahnya 
suatu perkawinan ditinjau dari aspek agama yang meliputi syarat dan 
rukunnya, apabila perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun maka 
perkawinan dianggap sah. Terlepas dari permasalahan yang sering terjadi 
yaitu dengan adanya pemalsuan identitas calon pengantin dalam perkawinan 
tersebut, apakah perkawinan dengan identitas palsu menjadikan 
perkawinannya tidak sah atau perkawinannya hanya batal dalam segi 
administrasi tetapi tidak batal dalam segi hukum. 
Oleh karena itu penulis akan menganalisis permasalahan pemalsuan 
identitas calon pengantin dalam suatu perkawinan ditinjau dari perspektif 
Hukum Islam maupun hukum positif. 
1. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin dalam 
Perspektif Hukum Islam 
Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum 
yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-
konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat 
Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah 
perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, 
atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan sudah terlaksana. Hukum 
Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih 
dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan 
bahwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika 
persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih 
                                                             
91
Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Jakarta: Pradnya 
Paramita, Bandung, 1986. h. 30-31. 
66 
 




Mengenai keabsahan suatu perkawinan dalam hukum Islam 
khususnya fikih klasik dijelaskan keabsahan suatu perkawinan apabila 
sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, yaitu adanya kedua 
mempelai, wali, saksi dan ijab kabul. Adapun perkawinan dengan 
pemalsuan identitas apakah perkawinan yang terjadi tersebut sah atau 
tidak menurut perspektif hukum Islam. 
Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan 
pedoman sahnya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan 
rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. 
Dalam hubungan ini maka Islam mengenal perbedaan antara syarat 
dan rukun. Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat 
perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, aqad nikah dan sebagainya. 
Semua ini adalah sebagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat 
adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah 
satu bagian daripada hakikat perkawinan itu sendiri, misalnya syarat wali 
itu harus laki-laki, balig, berakal dan sebagainya.
93
 
Suatu perkawinan dikatakan sah apabila syarat-syarat dan rukun-
rukunnya terpenuhi. Syarat-syaratnya, pertama, adalah calon suami dan 
calon istri harus jelas. Maksudnya, seorang ayah (wali) tidak boleh 
menikahkan anaknya dengan mengatakan, misalnya, “Aku nikahkan kamu 
dengan putriku,” sementara dia mempunyai beberapa anak perempuan. 
Kedua, calon suami istri harus rela (ridha). Ketiga, adanya wali dari 
mempelai perempuan. Keempat disaksikan oleh dua orang saksi dan 
kelima, tidak ada hal-hal yang menghalangi atau mengharamkan 
perkawinan tersebut. Sedangkan rukunnya adalah adanya calon suami istri, 
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ijab qabul, wali dan dua orang saksi. Selama hal-hal yang disebutkan 
diatas itu terpenuhi dalam perkawinannya, maka perkawinan tersebut sah. 
Mengenai identitas palsu (KTP palsu), mengubah tahun lahir, si 
calon suami telah beristri sebelumya, itu tidak berpengaruh terhadap 
sahnya suatu perkawinan. Tetapi hakikatnya suatu perkawinan tersebut 
cacat hukum, dan tentu saja di dalam memalsukan identitas mengandung 
unsur kebohongan, hal tersebut jelas dilarang oleh agama Islam dan juga 
akan mengurangi tujuan mulia dari perkawinan tersebut yang mana tujuan 
dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan 
sebagai perintah Allah SWT tanpa ada unsur kebohongan dalam 
perkawinan. 
Di dalam Islam terdapat istilah nikahul fasid dan nikahul bathil. 
Menurut Al-Jaziri
94
 yang dimaksud dengan nikahul fasid adalah nikah 
tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan, 
sedangkan nikahul bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah 
yang ditetapkan oleh syara’. Hukum nikah kedua perkawinan tersebut 
sama saja yaitu tidak sah. 
 َا َنل َك َحاٌََنْك رَ َّل تْحاا مَ  و هَ  لِط بْلاَ  حا ك نلا وَ ِهِطْو ر شَ ْنِمَ ٌطْر  شَ ْل تْحاا مَ  و هَ  دِسا فْلاَ َاَ ْنِمَِِهنا ْكر
 َبْلا وَ دِسا فْلاَ حا ك نلا وَِطا َلَ َحَْك َم َه َوَاَِحاد 
“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari 
syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi 
rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak 
sah”  
Adapun perkawinan yang fasid para ahli hukum di kalangan 
mazhab Maliki bahwa nikahul fasid  yang disepakati oleh para ahli hukum 
Islam adalah seperti wanita yang haram dinikahinya baik karena nasab, 
sesusuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri yang keempat masih 
dalam massa iddah, nikah seperti ini harus difasidkan bukan talak dan 
tanpa mahar baik dukhul maupun belum dukhul, sedangkan di kalangan 
mazhab Syafi’i nikahul fasid adalah akad nikah yang dilakukan oleh 
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seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu yang 
ditentukan syara’, sedangkan nikahul bathil adalah perkawinan yang 
dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi kurang 
salah satu rukun syara’, menurut para ahli hukum Islam di kalangan 
mazhab Syafi’iyah nikahul fasid terjadi dalam bentuk perkawinan yang 
dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi dalam 
masa iddah laki-laki lain, perkawinan yang dilaksanakan tetapi wanita 
tersebut diragukan iddah-nya karena ada tanda-tanda kehamilan dan 
perempuan yang murtad.
95
 Dengan definisi nikahul fasid dan bathil 
tersebut, maka perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin 
yang penulis teliti tidak termasuk nikahul fasid dan bathil karena semua 
rukun dan syaratnya terpenuhi. 
Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin 
yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang. Apabila ditinjau dari perspektif 
hukum Islam perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah, karena 
syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan 
tersebut cacat hukum dan akan menimbulkan kerusakan karena ada unsur 
kebohongan dalam perkawinannya  yaitu dengan pemalsuan identitas yang 
jelas dalam Islam dilarang maka perkawinan tersebut dibatalkan dengan 
dasar hukum Hadist Nabi yang membicarakan tentang membatalkan 
perkawinan. 
 َعَْنَ َخَْن َس َءاَََِبْنَِتََِخ َذَِماَ َلاَْنا َصَِاَّيرَِةَ َرَِض َيَ َللاَ َعَْ ن َه َأَاََّنََ َأ ب َها َزَاَّو َج َه َذَاَِل َكَ َف ََأ تَْثَ َر َسَْو َلَ
 َللاَ َصَّل َللاَيَ َع ََلْيَِهَ َو َسَّلَْمَ َ ف َرََّدََِن َك َحاٌَه. 
“Dari Khansa’ binti Khizam, orang Ansar r.a., ia menceritakan 
bahwa bapaknya mengawinkanya (tanpa izinnya), sedangkan ia 
adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Ia datang 
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Apabila dianalisis dengan metode Sadd Adz-Dzari’ah dan Fathu 
Adz-Dzariah perkawinan dengan pemalsuan identitas, menurut Asy-
Syatibi dalam karyanya al-Muwafat bahwa sadd adz-dzari’ah adalah 
menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada 
sesuatu yang dilarang (mammu’).97 Jadi pemalsuan identitas dalam 
perkawinan ditinjau dari sadd adz-dzari’ah adalah perbuatan yang 
memang pada dasarnya menimbulkan kerusakan (mafsadat) dan sesuatu 
perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang 
menimbulkan keburukan (mafsadat). Oleh karena itu pemalsuan identitas 
dalam perkawinan adalah menimbulkan kerusakan walaupun tidak ada 
dalam rukun maka harus dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan 
(mafsadat). 
Kemudian menggunakan metode Fathu Adz-Dzari’ah adalah 
kebalikan dari Sadd Adz-Dzari’ah, sarana adakalanya dianjurkan atau 
diperintahkan sehingga anjuran tersebut dinamakan Fathu Adz-Dzari’ah. 
Oleh karena itu Fathu Adz-Dzari’ah merupakan hukum atas suatu 
perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, jadi suatu identitas dalam 
perkawinan adalah sarana untuk menuju suatu yang diwajibkan, identitas 
wajib pula untuk tercapainya suatu perkawinan dengan dasar kaidah. 
 َه  فَِهِب  َلِاَ  بِجا وْلاَُّمِت ي  َلا مٌَبِجا وَ  و  
“Jika suatu kewajiban tidak sampai dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, 
maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan”.98 
Oleh karena itu identitas adalah sarana untuk menuju perkawinan 
yang harus dipenuhi dan harus dijaga kebenarannya agar suatu perkawinan 
tersebut tercapai tujuan yang disyariatkan oleh agama, dan identitas harus 
dijaga kebenarannya agar yang menjadi sarana menuju perkawinan 
tersebut benar-benar di harapkan. 
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Maka bisa digarisbawahi adanya pemalsuan identitas calon 
pengantin dalam perkawinan. Maka bisa dilihat Apakah motif atau tujuan 
yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah 
perbuatan itu akan berdampak yang dihalalkan atau diharamkan dengan 
contoh pemalsuan identitas tersebut dari indikasi yang diamati pemalsuan 
tersebut disengaja karena si pelaku tidak ingin perkawinannya diketahui 
oleh istri yang sebelumya. Maka perbuatan tersebut harus dicegah karena 
sudah bertentangan dengan hukum. 
Kemudian akibat dari pemalsuan identitas tersebut tanpa harus 
melihat motif atau niat dari si pelaku, karena sudah jelas-jelas dilarang dan 
menimbulkan kerusakan (mafsadat). 
Dengan demikian perkawinan dengan pemalsuan identitas tersebut 
harus ditinjau kembali apabila pemalsuan identitas tersebut tidak disengaja 
atau unsur ketidaktahuan mengenai hukum tersebut dan bisa 
dipertanggung jawabkan kebenarannya maka perkawinan tersebut bisa 
diteruskan tanpa ada pembatalan perkawinan, tetapi apabila pemalsuan itu 
adalah unsur kesengajaan untuk kepentingan sendiri maka perkawinan 
tersebut wajib dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak ada  menurut 
hukum dengan berpedoman pada kaidah fiqhiyah. 
دلحاصلماَبلجَيلعَمّدقمَدسافلماَأرَ 
“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh 
kemaslahatan” 
ةحلصلمابَطونمَةّيعّرلاَىلعَماملإاَفّرصتَ 
 “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya 
kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya” 
2. Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin Ditinjau dari 
Perspektif Hukum Positif 
Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 
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Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang disebutkan bahwa tiap-tiap 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.
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Mengenai pasal tersebut sampai saat ini para ahli hukum baik di 
kalangan akademisi maupun praktisi hukum masih berbeda pendapat 
tentang yuridis formal sahnya perkawinan, apakah dalam pasal tersebut 
pencatatan perkawinan dalam satu kesatuan yang menjadikan sahnya suatu 
perkawinan atau pencatatan tersebut sebagai syarat administrasi saja bukan 
sebagai syarat sahnya perkawinan. 
Menurut hemat penulis bahwa pencatatan perkawinan bukan 
sebagai syarat sahnya perkawinan akan tetapi pencatatan merupakan hal 
yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan 
kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. 
Karena pencatatan tersebut akan diketahui mengenai diri dari calon 
pengantin dalam perkawinan tersebut dan melindungi dari akibat sebuah 
perkawinan tersebut. 
Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin 
yang terjadi di KUA Kec. Bantarbolang antara Sakinatul Munawaroh 
dengan Saripudin apabila ditinjau dari hukum positif bahwa pemalsuan 
identitas pada intinya sebagai kejahatan. Ketika ada maksud atau tujuan 
jahat dengan menciptakan anggapan atas yang dipalsukan seperti status 
yang sebenarnya sudah menikah menjadi jejaka. Salah satu syarat seorang 
pria menikahi calon istri adalah belum menikah, pernyataan belum 
menikah atau jejaka tersebut menjadi sebuah keharusan dalam perkawinan 
bagi si pelaku untuk bisa melangsungkan perkawinannya walaupun sudah 
mempunyai istri dengan cara si pelaku tersebut memalsukan identitas 
dirinya. 
Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Saripudin tersebut adalah 
sebuah penipuan. Penipuan dalam hukum perdata disebut perbuatan 
melawan hukum maka perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran 
hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 
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Tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum 
yang ditimbulkan dari penipuan dalam perkawinan tersebut adalah 
merugikan orang lain, maka perkawinan antara Sakinatul Munawaroh dan 
Saripudin sebagai perbuatan melawan hukum maka perkawinannya 
tersebut cacat dan batal demi hukum. 
Dalam hukum positif Perkawinan dikatakan sah apabila telah 
memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehubungan dengan sahnya 
perkawinan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan syarat 
sahnya suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 
Batalnya perkawinan tersebut menjadikan ikatan perkawinan yang telah 
berlangsung dianggap tidak pernah terjadi.  
Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 12 Ayat (2) telah 
mengantisipasi kekurangan hal tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikemukakan bahwa 
perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri 
suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan” penipuan disini tidak 
hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh 
pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dengan bentuk pemalsuan 
identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi pada 
identitasnya di palsukan menjadi jejaka.
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Perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum 
(pasal 27 UU No. 1/1974). 
1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di 
bawah ancaman yang melanggar hukum. 
2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. 
3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 
menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak 
                                                             
100
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 
2008, h. 66. 
73 
 
mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan 
pembatalan, maka haknya gugur.
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b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 
1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama). 
c. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan 
perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU 
No.1 tahun 1974). 
“Barang siapa karena perkawinan masih terkait dirinya dengan salah 
satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan 
dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak 
mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini” 
d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 
22 UU Perkawinan) 
“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”102 
Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak 
batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing 
tidak menentukan lain. 
Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan 
perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu 
perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil. 
Adapun syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu 
syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan 
perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam 
hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, syarat materiil ini meliputi 
syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. 
Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang 
yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Meliputi seperti 
pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, masing-masing 
pihak harus mencapai umur untuk bisa kawin yang ditentukan oleh 
undang-undang, dan wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 
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300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan, dan harus ada izin dari 
pihak ketiga seperti harus ada izin dari istri terdahulu jika seorang pria 
ingin berpoligami. Sedangkan syarat materiil relatif adalah syarat-syarat 
bagi pihak yang akan dikawini. Seperti tidak adanya hubungan darah 
(keturunan) atau hubungan semenda, dan tidak melakukan terhadap orang 
yang sama setelah dicerai. 
Kemudian syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat 
yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi 
sebelum proses perkawinan. Tetapi ketentuan ini hanya berlaku bagi 
golongan Eropa diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu 




Menurut penulis identitas diri calon pengantin juga termasuk dalam 
syarat materiil absolut. Karena dengan sebuah identitas suatu perkawinan 
bisa jelas. Maka perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin 
termasuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam perkawinan 
maka perkawinannya dapat dibatalkan. Seperti yang penulis uraikan di 
atas bahwa menurut undang-undang perkawinan dikatakan sah apabila 
telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan tetapi apabila 
dikemudian hari terdapat penyimpangan maka perkawinannya dapat 
dibatalkan dan dianggap tidak ada sebuah perkawinan. 
Sementara menurut Pasal 71 KHI, Perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
istri pria lain yang mafqud (hilang). 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami 
lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974; 
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e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 
yang tidak berhak; 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
Pada kasus pemalsuan identitas calon pengantin yang dilakukan 
oleh Saripudin di KUA Kec. Bantarbolang juga terdapat motif bahwa 
dirinya sudah mempunyai seorang istri tetapi keinginannya agar tidak di 
ketahui oleh istri yang terdahulu. Kalau dilihat dari motif ini saja di dalam 
Undang-undang baik itu Undang-undang No 1 tahun 1974 maupun KHI 
perkawinan tersebut harus dibatalkan. Karena apabila ingin menambah 
seorang istri harus mendapat izin dari istri yang terdahulu dan juga dari 
Pengadilan Agama. 
Dari semua uraian yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa 
perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin adalah telah 
melanggar tujuan dari perkawinan dan undang-undang yang telah 
mengatur tentang perkawinan. Mengenai keabsahan perkawinan dengan 
pemalsuan identitas tersebut adalah di dalam undang-undang perkawinan 
tidak disebutkan bahwa rukun maupun syarat dalam perkawinan adalah 
keabsahan suatu identitas diri. Dalam undang-undang hanya menyebutkan 
bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” akan tetapi suatu 
identitaslah yang akan menimbulkan hukum dikemudian hari setelah 
perkawinan itu terjadi.  
Oleh karena itu perkawinan dengan pemalsuan identitas yang 
dilakukan oleh Saripudin dengan Sakinatul Munawaroh adalah sah akan 
tetapi cacat hukum karena telah memalsukan identitas yang menurut 
penulis, identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka 
dari itu perkawinannya harus dibatalkan dan dianggap tidak ada 
perkawinan. Berbeda apabila pemalsuan identitas tidak disengaja karena 
memang ketidaktahuan si calon pengantin dan bisa dipertanggung 
jawabkan kebenarannya dihadapan hukum maka perkawinanya tidak perlu 
dibatalkan. Seperti kasus yang tertera dalam buku nikah berbeda dengan 
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KTP, KK atau berkas lainnya apabila kesalahan dari KUA bisa 
diperbaikinya dengan cara dicoret tanpa menghilangkan tulisan yang salah 
kemudian menulis disamping kemudian tulisan yang salah dibubuhi cap 
serta tanda tangan kepala KUA. 
Tetapi apabila yang terjadi perbedaan biodata pengantin pria, 
wanita atau wali yang tertera dalam buku nikah berbeda dengan berkas 
yang lainnya seperti KK, KTP, Ijazah atau lainnya maka menurut  PMA 
(Peraturan Menteri Agama) No. 11 tahun 2007 pasal 34 ayat 2 yang 
berbunyi: “perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali 
harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang 






A. Kesimpulan   
Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai 
langkah akhir setelah menganalisis dari berbagai sudut pandang dan 
kepustakaan untuk melengkapi dan menyempurnakan sekaligus merupakan 
jawaban dari pernyataan perumusan masalah yang telah disebutkan terlebih 
dahulu. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
1. Setelah penulis lakukan penelitian bahwa kasus pemalsuan identitas di 
KUA Kec. Bantarbolang dengan motif ingin menikah lagi tanpa harus izin 
dari istri sebelumya dan izin ke pengadilan karena tidak mau susah payah 
untuk mengikuti prosedur poligami maka memanfaatkan instansi yang 
kurang teliti untuk bisa memalsukan identitas agar bisa melangsungkan 
perkawinannya. 
2. Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas penulis analisis dengan 
dua sudut pandang. Yaitu perspektif hukum Islam dan hukum Positif. 
Adapun hasil dari analisis tersebut adalah: 
a. Analisis dari perspektif hukum islam adalah perkawinan dengan 
pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. 
Bantarbolang. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam 
perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan 
rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan tersebut 
cacat karena ada unsur kebohongan dalam perkawinannya yaitu 
dengan pemalsuan identitas yang jelas dalam Islam dilarang dan 
perkawinanya harus dibatalkan.   
b. Kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Positif adalah bahwa 
perkawinan dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Saripudin 
dengan Sakinatul Munawaroh adalah sah akan tetapi cacat hukum 
karena telah memalsukan identitas yang menurut penulis, identitas 
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adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu 
perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan. 
B. Saran-saran 
Mengingat sangat pentingnya suatu perkawinan dan akan 
menimbulkan akibat hukum setelah perkawinan terjadi maka penulis 
memberikan saran-saran semua pihak yang terkait antara lain: 
1. Pihak KUA Kec. Bantarbolang selaku instansi pemerintahan yang 
menangani masalah perkawinan khususnya untuk lebih teliti dan lebih 
ekstra lagi dalam pengawasan dalam masalah identitas calon pengantin. 
Karena akibat dari perkawinan dengan pemalsuan identitas akan 
menimbulkan dampak negatif dan akan merusak suatu perkawinan. 
2. Kepada semua masyarakat agar lebih mematuhi hukum baik hukum islam 
maupun Undang-undang karena apabila masyarakat patuh terhadap hukum 
maka semua prosedur yang diinginkan pemerintah baik melalui undang-
undang akan terlaksana dengan baik. 
C. Penutup 
Meskipun tulisan ini diupayakan secermat mungkin namun saja ada 
kekurangan dan kekeliruan yang tidak prinsipil, menyadari akan hal itu, 
penulis mengharap secercah kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini 
agar lebih baik lagi. 
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Daftar Pertanyaan  I 
Ditunjukan kepada fatkhuri hasan  Modin atau petugas Desa. 
 
 
1. Tahun berapa bapak diangkat jadi seorang modin.? 
2. Pengangkatan bapak ditunjuk dari desa atau dari KUA.? 
3. Selama menjalani tugas kendala apa yang di alami.? 
4. Yang sering menjadi beban dalam melaksanakan tugas sebagai seorang modin 
itu apa.? 
5. Apakah dokumen-dokumen calon pengantin sebelum masuk ke KUA terlebih 
dulu masuk ke Bapak untuk di teliti.? 
6. Dari sekian masalah yang paling susah di atasi masalah seperti apa.? 
7. Mengenai dokumen-dokumen dan identitas calon pengantin adakah yang 
mengalami masalah.? 
8. Apakah sebelumnya tidak ada pengecekan ulang data identitas yang di bawa 
oleh calon pengantin.? 
9. Apa yang harus di lakukan untuk meminimalisir pemalsuan identitas.? 
10. Dengan terjadinya kasus tersebut rencana apa yang akan di lakukan untuk 













Daftar Pertanyaan  II 
Ditunjukan kepada Saripudin (pemalsu identitas calon pengantin) 
  
 
1. Tujuan saudara dari menikah itu apa.? 
2. Kenapa saudara sampai melakukan hal pemalsuan identitas.? 
3. Apakah sebelumnya saudara sering memalsukan identitas.? 
4. Motif apa yang menjadi latarbelakang saudara untuk memalsukan identitas.? 
5. Bisakah anda ceritakan kenapa saudara bisa lepas dari pengamatan KUA 
dengan identitas palsu.? 
6. Motif apa yang membuat anda berkeinginan untuk memalsukan identitas 
dalam perkawinan.? 
7. Apakah sebelumnya anda pernah mengajukan izin poligami.? 
8. Surat keterangan seperti apa yang dibawa saudara kepada kelurahan dan KUA 
setempat padahal dalam identitas saudara bukan yang sebenarnya.? 
9. Apakah saudara tahu akibatnya jika pemalsuan identitas itu dilarang dalam 
perkawinan.? 
10. Apakah saudara tahu bahwa identitas adalah syarat administrasi dalam 













Daftar peertanyaan III 
Ditunjukan kepada Thohuri orang tua atau wali dari penagantin wanita. 
 
1. Bagaimana latarbelakang perkenalan putri bapak dengan Saripudin yang 
kemudian diketahui memalsukan identitas perkawinannya? 
2. Apakah sebelumnya bapak tidak mengecek terlebih dahulu asal-usul  dari 
Saripudin? 
3. Kenapa bapak bisa memutuskan untuk menikahkan putri bapak sedangkan 
dari pihak laki-laki masih belum jelas? 
4. Apakah semua dokumen-dokumen perkawinan sebelumnya diteliti terlebih 
dahulu? 




















Daftar pertanyaan IV 
Ditunjukan kepada pihak KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang. 
 
 
1. Sejarah berdirinya KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.? 
2. Struktur organisasi KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang.? 
3. Bagaimana prosedur pencatatan Nikah di KUA Kec. Bantarbolang.? 
4. Apakah dalam proses pencatatan nikah sering terjadi kendala dan masalah.? 
5. Masalah apa yang membuat KUA kesulitan dalam mengatasinya.? 
6. Mengenai pemalsuan identitas ?... apakah di KUA kec. Bantarbolang sering 
terjadi pemalsuan identitas dari calon pengantin ? 
7. Bagaimana kronologi pemalsuan identitas yang di lakukan oleh Saripudin 
sampai lepas dari pengamatan KUA? 
8. Bagaimana KUA Kec. Bantarbolang dalam meminimalisir terjadinya 
pemalsuan identitas.? 
9. Bagaimana KUA Kec. Bantarbolang dalam meneliti identitas para calon 
pengantin.? 
10. Faktor apa yang menjadi latar belakang seorang calon pengantin (pria) 
memalsukan identitas ? 
11. Dari kasus pemalsuan identitas adakah pihak khusus untuk meneliti identitas 
calon pengantin. khususnya yang berdomisili di luar Kec Bantarbolang, 
Pemalang ? 
12. Seberapa pentingkah KUA dalam pencatatan Nikah khususnya yang berkaitan 
dengan identitas ? 
13. Seberapa pentingkah KUA dalam mencegah terjadinya pemalsuan identitas ? 
14. Mengenai terjadinya pemalsuan identitas yang di lakukan oleh seorang 
pengantin. Bagaimana  Tanggapan pihak KUA  ? 
15. Bagaimana kronologisnya sampai lepas dari pengamatan KUA ? 
16. Apakah pihak KUA sebelumnya sudah mengecek ulang keabsahan identitas 
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